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ABSTRAK 

 
Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian kepustakaan untuk menjawab dua 

pertanyaan, yaitu bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap penyebaran 

pornografi anak di bawah umur dalam direktori putusan Nomor. 

275/Pid.Sus/2015/PN.Jmb dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terdahap 

penyebaran pornografi anak di bawah umur dalam putusan Nomor. 

275/pid.Sus/2015/PN.Jmb. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka penulis 

mengkaji dan meneliti untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan penelitian 

kepustakaan (Library Research) menggunakan metode dokumentasi, yaitu teknik 

pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap putusan 

Pengadilan Negeri Jambi. Sedangkan untuk menganalisis hasil penelitian 

menggunakan teknik deskriptif, yaitu menggambarkan atau menjelaskan 

kronologi kasus yang telah terjadi, serta menggunakan teknik deduktif yaitu 

mendeskripsikan dalil-dalil dan data-data yang bersifat umum terlebih dahulu 

untuk dihubungkan dalam bagian-bagian yang bersifat khusus. 

Dalam putusan Nomor. 275/Pid.Sus/2015/PN.Jmb sebagai objek penelitian 

yang dilakukan oleh penulis, dapat diketahui Muhammad Firdaus bin Kasim 

(terdakwa) mengenal Khairani Putri (korban) melalui facebook, hingga keduanya 

menjalin hubungan asmara di facebook, kemudian Muhammad Firdaus beberapa 

kali meminta foto telanjang Khairani Putri sebagai bukti dari keseriusan 

hubungannya, lalu karena permintaan Muhammad Firdaus yang terakhir tidak 

dipenuhi, Muhammad Firdaus menyebarkan foto telanjang Khairani Putri melalui 

facebook kepada teman-teman Khairani Putri. 

Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Muhammad 

Firdaus berupa hukuman penjara 1 tahun 6 bulan, dan dengan denda sebanyak 

Rp. 250.000.000 berdasarkan pasal 29 jo pasal 4 ayat 1 UU No. 44 tahun 2008 

tentang pornografi. Dalam hukum Islam  pornografi merupakan hal yang dapat 

mengundang nafsu birahi dan dapat mendorong seseorang untuk melakukan 

perbuatan zina, segala sesuatu perbuatan yang mendekati zina maka hukumnya 

haram untuk dilakukan. Sanksi terhadap pelaku penyebaran pornografi anak di 

bawah umur berupa hukuman takzir, yang mana bentuk dan ukuran dari 

hukukmannya diserahkan kepada ulil amri , karena belum ada ketentuan yang 

jelas dalam Al-Qur’an dan Hadis tentang pornografi tersebut. 

  Hakim dengan kesimpulan diatas, berdasarkan pasal 37 dalam UU yang 

sama, seharusnya Hakim memberi tambahan hukuman sepertiga dari maksimal 

ancaman hukuman 12 tahun yang ditentukan dalam pasal 29 tersebut yakni 4 

tahun, mengingat korban merupakan anak di bawah umur, maka dalam 

menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, sebaiknya Hakim harus 

mempertimbangkan dari segala aspek yang terkait dari sebuah kasus, serta untuk 

lebih mengedepankan pada kemaslahatan dan nilai-nilai keadilan. Sehingga 

hukuman yang dijatuhkan Hakim benar-benar memberi efek jera, dan dapat 

menjadi pembelajaran bagi semua pihak yang terkait dalam sebuah kasus.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

       Anak adalah  karunia Allah sebagai hasil perkawinan antara ayah dan 

ibu. Dalam kondisi normal, ia adalah buah hati belahan jantung, tempat 

bergantung di hari tua, generasi penerus cita-cita orang tua. Pada sisi lain 

anak juga merupakan amanat untuk diasuh, dibesarkan dan dididik sesuai 

dengan tujuan kejadiannya yaitu “ mengabdi kepada sang pencipta”. Bila 

orang tua tidak melaksanakan kewajibannya, kemungkinan anak akan 

menjadi fitnah. Kata “fitnah” memiliki makna sangat negatif seperti, 

beban orang tua, beban masyarakat, sumber kejahatan, permusuhan, 

perkelahian dan sebagainya.1 

Anak sebagai makluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa adalah titipan 

Tuhan kepada orang tua yang wajib dijaga dari segala bentuk kekerasan 

maupun  mara bahaya yang datang baik dari dalam lingkungan keluarga 

maupun dari luar lingkungan keluarga. Anak wajib dilindungi dan dijaga 

kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, baik dari segi 

hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya tanpa membedakan suku, 

                                                           

1 Fuaduddin TM, Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam, (Jakarta: The Asia Foundation, 1999), 

25. 
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agama, ras dan golongan. Sebagai penerus generasi bangsa anak 

merupakan aset yang sangat berharga dalam menentukan nasib dan  masa 

depan bangsa di kemudian hari. Oleh karena itulah harus dijamin hak 

hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan 

kodratnya.2 

Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab 

orangtua, yang tidak boleh diabaikan. Dalam pasal 45 Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Pokok-pokok Perkawinan, menentukan bahwa 

orang tua wajib memelihara dan mendidik anak yang belum dewasa atau 

belum dapat berdiri sendiri. Orang tua merupakan orang yang pertama-

tama bertanggaung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik 

secara rohani, jasmani maupun sosial.3 Dalam pasal 26 ayat 1 huruf a 

Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, 

menentukan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab 

untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak. 

Anak wajib dilindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, 

eksploitasi, dan segala bentuk kejahatan apapun, termasuk pornografi. 

Dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, 

dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa4 “Pornografi adalah 

gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, 

animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya 

                                                           
2 Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 27. 
3 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Akademi Presindo, 1989, 35. 
4  Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. 
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melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di 

muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang 

melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.” 

 

Adapun pengertian dari pornografi anak adalah setiap representasi, 

dengan sarana apapun, pelibatan secara eksplisit seorang anak dalam 

kegiatan seksual baik secara nyata maupun disimulasikan, atau setiap 

representasi dari organ-organ seksual anak untuk tujuan seksual.5 

Pornografi dan pornoaksi selalu dikaitkan dengan gerak tubuh yang erotis 

dan/ atau sensual dari perempuan dan/ atau laki-laki untuk 

membangkitkan nafsu birahi baik bagi lawan jenis mamupun sejenis. 

Sebenarnya perbuatan pornografi atau pornoaksi bukan semata-mata 

perbuatan erotis yang membangkitkan nafsu birahi, tetapi juga termasuk 

perbuatan erotis dan/ atau sensual yang memuakkan, mejijikkan, atau 

memalukan orang yang melihatnya atau mendengarnya, atau 

menyentuhnya. 

Timbulnya rasa jijik, muak, atau malu ketika melihat atau mendengar 

pornografi, atau menyentuh pornoaksi adalah karena tidak semua orang 

menyukai untuk melihat parbuatan atau melihat gambar-gambar atau 

tulisan-tulisan atau lain-lainnya yang bersifat pornografis, dan/ atau 

mendengar suara  yang erotis dan sensual, atau menyentuh benda-benda 

                                                           
5 Departemen Komunikasi dan Informatika RI, Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial   

Anak, ( Jakarta: Pusat Informasi Kesejahteraan Rakyat, 2005), 3. 
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pornografis, misalnya menyentuh alat kelamin buatan yang banyak dijual 

di toko-toko dan bandara.6 

Hubungan perbuatan pornografi dan pornoaksi dengan pemilik tubuh 

pelaku, tentu tidak lepas dari prinsip kepemilikan tubuh itu sendiri bagi 

masing-masing pemilik tubuh. Kepemilikan tubuh yang berkaitan dengan 

pornografi dan pornoaksi (kecuali pornoaksi yang dilakukan oleh suami 

istri yang sah dan dilakukan di tempat atau ruangan tertutup dan 

terhormat) biasanya selalu berkaitan dengan perolehan sejumlah harta 

sebagai imbalan jasa bagi pemilik tubuh bersangkutan, baik ia sebagai 

model peragaan busana (kecuali busana muslim), model iklan, lukisan 

patung, penari, penyanyi, dan lain-lain, ataupun bagi orang atau badan 

usaha terkait yang bergerak di bidang pornografi atau pornoaksi.7 

Dalam ajaran Islam, tubuh manusia merupakan amanah Allah bagi 

masing-masing pemilik tubuh yang bersangkutan, yang wajib dipelihara 

dan dijaga dari segala perbuatan dosa, perbuatan tercela, dan perbuatan 

yang meruguikan diri pemilik tubuh itu sendiri dan masyarakat serta 

bangsa. Pemeliharaan tubuh dari segala aspek perbuatan terlarang dan 

tercela itu adalah demi keselamatan dan kemaslahatan hidup dan 

kehidupan untuk semua pihak, terutama pihak pemilik tubuh 

bersangkutan, baik ketika ia hidup di dunia maupun di akhirat kelak. 

Tubuh sebagai amanah Allah SWT yang wajib dipelihara oleh setiap 

insan telah ditentukan dalam surat an-Nur ayat 30 dan 31 yang mengatur 

                                                           
6 Neng Djubaedah, Pornografi dan Pornoaksi (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009), 87. 
7 Ibid., 88.  
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tentang tata busana dan tata pergaulan dalam keluarga dan masyarakat 

bagi laki-laki dan perempuan. Surat an-Nur menentukan bahwa:8 

 

فَ  مۡ وَيََۡ رِّهِّ نۡ أبَۡصََٰ نِّيَن يَ غُضُّواْ مِّ اَ يَصۡنَ عُ  لِّكَ أزَكَۡىَٰ لََمُۡۚۡ وجَهُمۡۚۡ ذََٰ  فُ رُ ظوُاْ قُل ل ِّلۡمُؤۡمِّ   ونَ إِّنَّ ٱللَََّّ خَبِّيُُۢ بِِّ

Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: Hendaklah 

mereka menahan pandanganya, dan memelihara 

kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi 

mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang 

mereka perbuat. 

 

رِّهِّنَّ وَيََۡ وَقُل  نۡ أبَۡصََٰ نََٰتِّ يَ غۡضُضۡنَ مِّ هُنَّ إِّلََّ مَا ظَهَرَ لََ يُ بۡدِّينَ زِّينَ ت َ وجَهُنَّ وَ نَ فُ رُ فَظۡ ل ِّلۡمُؤۡمِّ

 ۖ
ُمُرِّهِّنَّ عَلَىَٰ جُيُوبِِِّّنَّ هَاۖ وَلۡيَضۡرِّبۡنَ بِِّ ن ۡ  ءَابََءِّٓ تِّهِّنَّ أَوۡ ءَابََئِّٓهِّنَّ أوَۡ هُنَّ إِّلََّ لِّبُ عُولَ ينَ زِّينَ ت َ يُ بۡدِّ  لََ وَ مِّ

نَآءِّ بُ عُولَ  نَائِّٓهِّنَّ أوَۡ أبَ ۡ نِِّّ نَّ أَ تِّهِّ بُ عُولتَِّهِّنَّ أوَۡ أبَ ۡ تِِِّّنَّ أَوۡ نَّ أوَۡ بَنِِّٓ إِّخۡ وۡ إِّخۡوََٰ نِِّّنَّ أوَۡ بَنِِّٓ أَخَوََٰ وََٰ

نَ   أوُْلِّ  غَيِّۡ عِّينَ نِّسَائِّٓهِّنَّ أوَۡ مَا مَلَكَتۡ أيَََٰۡنُ هُنَّ أوَِّ ٱلتََّٰبِّ  رۡبةَِّ مِّ جَالِّ أوَِّ ٱلط ِّفۡلِّ ٱلَّذِّينَ لََۡ ٱلر ِّ ٱلِّۡۡ

فِّيَن مِّننَّ لِّيُ عۡ جُلِّهِّ رۡ بَِّ يَظۡهَرُواْ عَلَىَٰ عَوۡرََٰتِّ ٱلن ِّسَاءِّٓۖ وَلََ يَضۡرِّبۡنَ  ۚۡ وَتوُبُ وٓاْ إِّلََ ٱللََِّّّ  لَمَ مَا يُُۡ
زِّينَتِّهِّنَّ

نُونَ لَعَلَّكُمۡ تُ فۡلِّحُونَ    جَِّيعًا أيَُّهَ ٱلۡمُؤۡمِّ

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka 

menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah 

mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) 

nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan 

kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan 

perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah 

mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, 

atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-

laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau 

putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-

wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau 

                                                           
8 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, (Jakarta: PT. Syamil 2005), 353. 
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pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan 

(terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti 

tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan 

kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka 

sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, 

hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. 

 

Sehubungan dengan prinsip kepemilikan tubuh dan harta sebagai 

amanah Allah SWT, maka pengkajian pornogragfi dan pornoaksi tidak 

dapat dilepaskan dari tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam adalah 

untuk kemaslahatan umum yang dapat ditinjau dari teori al-maqasid al-

syariah atau teori tujuan hukum Islam yang dikemukakan al-Ghazali. 

Menurut Muhammad Abu Zahrah, dasar hukum kemaslahatan manusia 

sebagai tujuan hukum, adalah surat al-Anbiya ayat 107, bahwa:9 

كَ إِّلََّ رَحَۡۡة   لَمِّينَ  وَمَآ أرَۡسَلۡنََٰ   ل ِّلۡعََٰ

Artinya: Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk 

(menjadi) rahmat bagi semesta alam. 

 

يَ ُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَاءَٓتۡكُم مَّوۡعِّظةَ     ل ِّلۡمُؤۡمِّنِّينَ  وَرَحَۡۡة   ىٱلصُّدُورِّ وَهُدً  فِّ  ال ِّمَ  فَآء  وَشِّ  كُمۡ رَّب ِّ  م ِّن يَََٰٓ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu 

pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-

penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta 

rahmat bagi orang-orang yang beriman. 

 

                                                           
9 Ibid., 331. 
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Berdasarkan ayat-ayat di atas jelas bahwa larangan perzinaan, 

termasuk larangan pornografi dan pornoaksi (kecuali pornoaksi yang 

dilakukan oleh suami istri yang sah dan dilakukan di tempat tertutup dan 

terhormat), dan ketentuan sanksinya dalam Alquran dan Sunnah Nabi 

Saw. Sebagai hukum yang qat’i maupun zanni sebagai hak Allah yang 

bersifat publik, adalah rahmatan lil-‘alamin untuk kemaslahatan manusia 

di dunia dan akhirat. Meskipun demikian, penerapannya tetap 

memerlukan perantara dan kekuasaan negara sebagai wakil masyarakat, 

seperti dicontohkan Rasulullah Saw dan para sahabat beliau, diantaranya 

khalifah Umar bin Khattab, demi keamanan dan ketertiban masyarakat.10 

Kemaslahatan umum sebagai tujuan utama hukum Islam, yaitu 

kemaslahatan kehidupan manusia di dunia dan akhirat, sebagaimana 

difirmankan dalam surat al-Imran (3) ayat 198, al-Hujurat (49) ayat 13, 

dan al-Talaq (65) ayat 11, adalah kemaslahatn umum bagi umat manusia 

yang antara lain diwujudkan dalam ketentuan larangan perzinaan, 

termasuk larangan pornografi dan pornoaksi, beserta sanksinya. Dalam 

surat al-Imran digambarkan kehidupan di akhirat yang kekal berupa surga 

sebagai balasan bagi orang-orang yang beriman dan yang selalu berusaha 

berada di jalan yang diridhai dan bertakwa kepada Allah SWT melalu 

syariatnya.11 

                                                           
10 Neng Djubaedah, Pornografi dan Pornoaksi (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009), 92. 
11 Ibid., 93. 
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Dalam hukum Pidana Islam terdapat tiga delik jarimah yaitu, jarimah 

Hudud, jarimah kisas dan diat, dan jarimah takzir. Adapun yang dimaksud 

dengan jarimah takzir adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan 

kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan 

dimuka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, penimbunanbahan-

bahan pokok, penyelundupan dan lain-lain.12 

Hukuman takzir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syarak 

dan diserahkan kepada ulil amri untuk menetapkannya. Hukuman takzir  

ini jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan 

kepada empat kelompok, yaitu sebagai berikut:13 

1. Hukuman takzir yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid 

(dera). 

2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti 

hukuman penjara dan pengasingan. 

3. Hukuman takzir  yang berkaitan dengan harta, seperti denda, 

penyitaan atau perampasan harta, dan penghancuran barang. 

4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi 

kemaslahatan umum.  

Pemaparan di atas mendorong penulis untuk memaparkan lebih jauh 

tentang sanksi pidana bagi pelaku pornografi anak di bawah umur melalui 

media sosial, dipandang dari sudut hukum positif dan hukum Islam 

                                                           
12 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 252. 
13 Ibid., 258. 
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dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan Nomor: 

275/PID.Sus//2015/PN.Jmb. 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi masalah 

       Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas terkait 

eksploitasi seksual komersial anak di bawah umur maka penulis akan 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

a. Definisi pornografi. 

b. Kategori penyebaran pornografi 

c. Sanksi pidana bagi pelaku penyebaran pornografi anak di bawah 

umur. 

d. Pengertian anak di bawah umur. 

e. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan 

Nomor.275/Pid.Sus/2015/PN.Jmb. 

f. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap kasus penyebaran 

pornografi anak di bawah umur. 

2. Batasan masalah 

       Untuk membatasi permasalahan agar tidak membahas 

permasalahan terlalu jauh maka penulis akan membatasi masalah 

sebagai berikut: 
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a. Sanksi yang ditetapkan hakim terhadap pelaku tindak pidana 

penyebaran pornografi anak di bawah umur dalam putusan Nomor: 

275/PID.Sus/2015/PN.Jmb. 

b. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi yang ditetapkan 

hakim pengadilan negeri Jambi dalam tindak pidana pornografi anak 

di bawah umur. 

 

C. Rumusan Masalah 

Agar lebih praktis, maka penulis akan merumuskan permasalahan 

yang hendak dikaji sebagai berikut: 

1. Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan 

Nomor. 275/PID.Sus/2015/PN.Jmb tentang Penyebaran Pornografi 

Anak di Bawah Umur ? 

2. Bagaimana dampak negatif terhadap tindak pidana penyebaran 

pornografi anak di bawah umur ? 

3. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam teradap putusan Nomor. 

275/PID.Sus/2015/PN.Jmb tentang Penyebaran Pornografi Anak di 

Bawah Umur ? 

 

D. Kajian Pustaka  

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian penelitian 

yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti 

sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak 
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merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah 

ada.14  

Penulis telah melakukan kajian tentang berbagai hal yang berkaitan 

dengan Pornografi Anak di Bawah Umur. Namun, skripsi yang penulis 

bahas ini sangat berbeda dari skripsi-skripi yang ada. Hal ini dapat dilihat 

dari judul-judul yang ada, walaupun mempunyai kesamaan tema, tetapi 

beberapa skripsi yang mempunyai bahasan dalam satu tema yang dapat 

peneliti jumpai, antara lain: 

Pertama, skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Elektronik dan 

Pornografi Perspektif Fikih Jinayah (Studi Putusan Nomor: 

2191/Pid.B/2014/PN.Sby.)” Yang ditulis oleh Evita Agustin jurusan 

Hukum Islam Prodi Siyasah Jinayah UIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 

2016. Karyanya memuat tentang Tindak Pidana Elektronik dan 

Pornografi Perspektif Fikih Jinayah (Studi Putusan Nomor: 

2191/Pid.B/2014/PN.Sby). Dalam studi putusan tersebut, penulis 

mengangkat tentang tindak pidana pengaksesan sistem elektronik dan 

transaksi elektronik perspektif fikih jinayah. 

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Desi Tri Astutik, Siyasah Jinayah 

IAIN Sunan Ampel Surabaya 2008. yang berjudul “ Tindak Pidana 

Kejahatan Dunia Mayantara (Cyber Crime) Dalam Perspektif Undang-

Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

                                                           
14 Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, 2015, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, Surabaya, 8. 
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dan Fikih Jinayah. Dalam karyanya, penulis membahas tentang persepsi 

atau pendapat dari tokoh dalam Undang-Undang ITE dalam perspektif 

fikih jinayah, dan analisi yang digunakan oleh penulis hanya membahas 

tentang undang-undang dan kejahatan elektronik berdasarkan fikih 

jinayah. 

Ketiga, skripsi dari Dwi Eka Wiratama fakultas hukum Universitas 

Brawijaya Malang 2009. Yang Berjudul “Tinjauan Yuridis Pembuktian 

Cyber Crime dalam Perspektif Hukum Indonesia”. Dalam karya tersebut, 

penulis memaparkan tentang pembuktian Cyber Crime menurut undang-

undang atau hukum positif dimana hukuman terbeut dijatuhi hukuman 

berdasarkan bukti-bukti yang didapat.  

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang hendak dicapai sejalan dengan pertanyaan-

pertanyaan di atas tadi adalah: 

1. Untuk mengetahui dengan jelas tentang dasar hukum dan 

pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam memberikan 

sanksi hukum bagi pelaku pornografi anak di bawah umur melalui 

media sosial. 

2. Untuk mengetahui dengan jelas tentang sanksi pidana bagi pelaku 

pornografi anak di bawah umur melalui media sosial dalam persfektif 

fikih jinayah. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

13 

 

 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Kegunaan hasil penelitian memuat uraian yang mempertegas bahwa 

masalah penelitian itu bermanfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis 

untuk di jawab melalui penelitian.15 Maka dari itu hasil dari penelitian ini 

diharapkan ada nilai guna pada dua aspek: 

1. Aspek keilmuan, untuk memperkaya hazanah ilmu pengetahuan 

tentang sanksi pornografi anak di bawah umur melalui media sosial 

menurut pasal No. 275/PID.Sus/2015/PN.Jmb dan dalam fikih jinayah. 

2. Aspek praktis, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

menerapkan sanksi pidana bagi pelaku pornografi anak di bawah umur 

melalui media sosial terutama bagi masyarakat Islam. 

 

G. Definisi Operasional 

Agar tidak menyimpang apa yang dimaksud, maka di sini perlu 

dijelaskan dan dibatasi pengertian dari judul skripsi. 

1. Hukum Pidana Islam: Hukum Pidana Islam dalam hal ini adalah 

jarimah takzir. Jarimah takzir merupakan semua perbuatan yang 

berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Dalam 

permasalan di dalam skripsi ini, penulis menggunakan teori takzir  

dalam meneliti lebih dalam, tentang persoalan dan dasar hukum 

pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi hukuman terhadap 

                                                           
15 Ibid., 8. 
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pelaku penyebaran pornografi anak di bawah umur dalam putusan 

Pengadilan Negeri Jambi, Nomor: 275/Pid.Sus/2015/PN.Jmb. 

2. Direktori Putusan Nomor: 275/Pid.Sus/2015/PN.Jmb: merupakan 

putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri Jambi ini tentang 

tindak pidana penyebaran pornografi anak dibawah umur, yang terjadi 

di kota Jambi, yang oleh penulis dijadikan sebagai objek penelitian dari 

skripsi. 

3. Putusan tentang Penyebaran Pornografi Anak di bawah Umur: 

merupakan sebuah kasus yang penulis angkat sebagai permasalahan 

dalam skirpsi ini. Terdapat seorang pemuda yang menyebarkan foto 

tanpa busana pacarnya sendiri yang masih duduk di bangku SMP, 

lantaran tidak dikehendaki pacarnya untuk mengirim foto tanpa busana 

terbarunya, sehingga pemuda tersebut mengancam akan menyebarkan 

foto-foto tanpa busana yang sebelumnya sempat dikirim, dan bahkan 

mengancam akan membunuhnya. 

 

H. Metode Penelitian 

1. Data yang dikumpulkan 

a. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hukum Hakim 

b. Hukum Pidana Islam 

2. Sumber data 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi 

ini digunakan dua sumber, yaitu: 
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a. Sumber primer: Sumber primer dari penelitian ini adalah direktori 

putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 

275/Pid.Sus/2015/PN.Jmb. 

b. Sumber sekunder: Sumber sekunder adalah sumber yang didapat 

dari sumber yang tidak langsung, berfungsi sebagai pendukung 

terhadap kelengkapan penelitian. Data yang dimaksud antara lain: 

1) Nurul Irfan dan Masyrofah, Fikih jinayah, 2013 

2) Neng Djubaedah. Pornografi dan Pornoaksi, 2009 

3) Burhan Bungin, Pornomedia, 2003 

4) Fuaduddin TM, Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam, 1999 

5) Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam 

Fikih Jinayah, 2004 

6) Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam,  2009 

3. Teknik pengumpulan data 

Pembahasan skripsi ini merupakan penelitian studi kasus dan 

dokumentasi, maka dari teknik yang digunakan adalah dengan 

pengumpulan data literatur, yaitu direktori putusan dari Pengadilan 

Negeri Jambi dan penggalian bahan-bahan pustaka yang berhubungan 

dengan bahasan tindak pidana pornografi anak di bawah umur melalui 

media sosial. Bahan-bahan pustaka yang digunakan disini adalah buku-

buku yang ditulis oleh pakar atau ahli hukum terutama dalam hukum 

pidana dan hukum pidana Islam. 
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Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung ditunjukan pada subyek penelitian melalui dokumen, atau 

melalui berkas yang ada. Dokumen yang diteliti adalah putusan 

Pengadilan Negeri Jambi tentang tindak  pidana pornografi anak di 

bawah umur putusan Nomor. 275/Pid.Sus/2015/PN.Jmb. 

4. Teknik pengolahan data 

Data yang didapat dari dokumen dan terkumpulkan kemudian 

diolah, berikut tahapan-tahapannya: 

a. Editing: Melakukan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang 

diperoleh secara cermat baik dari sumber primer atau sumber 

sekunder, tentang kajian dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi 

Nomor. 275/Pid.Sus/2015/PN.Jmb. 

b. Organizing: Menyusun data secara sistematis mengenai kajian 

hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pornografi anak di 

bawah umur.  (Studi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor. 

275/Pid.Sus/2014/PN.Jmb). 

c. Analizing: Tahapan analisis terhadap data, kajian hukum pidana 

Islam mengenai pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan 

sanksi tindak pidana pornografi anak di bawah umur dalam putusan 

Pengadilan Negeri Jambi Nomor. 275/Pid.Sus/2015/PN.Jmb. 

5. Teknik analisis data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu 
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mendeskripsikan dalil-dalil dan data-data yang bersifat umum tentang 

hukuman takzir ditarik kepada permasalahan yang lebih bersifat 

khusus yaitu pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan 

Negeri Jambi Nomor. 275/Pid.Sus/2015/PN.Jmb. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dikelompokkan menjadi 

lima bab, terdiri dari sub-sub bab yang masing-masing mempunyai 

hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian yang berkaitan. 

Agar penulisan skripsi ini terkesan teratur, maka dalam sistematikanya 

sebagai berikut: 

BAB I, Pendahuluan. Dalam bab ini menguraikan mengenai latar 

belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, kajian pustaka, 

tujuan  penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II, Landasan Teori. Pada bab ini menguraikan mengenai 

tinjauan hukum pidana Islam terhadap pengertian tindak pidana, jarimah 

takzir, pengertian anak di bawah umur menurut Undang-undang, dan 

tindak pidana pornografi dalam hukum Islam. 

BAB III, Penyajian Data. Bab ini memaparkan mengenai hasil yang 

diperoleh dari proses meneliti data-data dari Putusan Pengadilan Negeri 

Jambi, mengenai putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 
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275/Pid.Sus.2015/PN.Jmb tentang Pornografi anak di bawah umur yaitu 

pertimbangan hukum hakim. 

BAB IV, Menjelaskan tentang Analisis Hukum Pidana Islam 

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 

275/Pid.Sus.2015/PN.Jambi tentang Pornografi Anak di Bawah Umur. 

BAB V, Penutup. Dalam bab ini menguraikan mengenai kesimpulan 

yang dapat diperoleh dari keseluruhan hasil pembahasan dan proses 

meneliti, serta saran-saran yang dapat Penulis kemukakan kepada para 

pihak yang terkait dengan bahasan penulisan hukum ini. 
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BAB II 

TEORI HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG TINDAK PIDANA 

PENYEBARAN PORNOGRAFI ANAK DI BAWAH UMUR 

 

A. Kejahatan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam 

       Pengertian jinayah secara bahasa adalah: 

نْ شَر   وَمَا اكْتَسَبَهُ   اِّسْم  لِّمَا يََْنِّيْهِّ الْمَرْءُ مِّ

Artinya: Nama bagi hasil perbuatan bagi seseorang yang buruk dan 

apa yang diusahakan. 

 

       Pengertian jinayah secara istilah Fuqaha sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah: 

رُ ذَالِّكْ   فاَلِّْنَا يةَُ اِّسْم  لِّفِّعْل  مَُُرَّم  شَرْعًا,سَوَاء  وَقَعَ الْفِّعْلُ عَلَى نَ فْس  أَوْ مَال  اوَْ غَي ْ

Artinya: Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang 

oleh syara’, baik perbuatan tersebut  mengenai jiwa, harta, 

atau lainnya. 

 

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq adalah “jinayah dalam istilah syara’ 

adalah setiap perbuatan yang dilarang.dan perbuatan yang dilarang itu 

adalah setiap perbuatan yang oleh syara’ dilarang untuk melakukannya, 

karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta 

benda”. 
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Dalam konteks ini pengertian Jinayah sama dengan jarimah. Menurut 

bahasa, jarimah berasal dari kata ( َجَرَم) yang sinonimnya (كَسَبَ وَقَطَع) 

artinya: berusaha dan  bekerja, hanya saja pengertian usaha disini khusus 

untuk usaha yang tidak  baik atau usaha yang di benci oleh manusia. 

Menurut istilah, Imam Al Mawardi mengemukakan sebagai berikut : 

هَ  َد  أوَْ تَ عْزِّيْر  اَلْْرَاَءِّمُ مَُْظوُْراَت  شَرْعِّيَّة  زَجَرَاللهُ تَ عَالََ عَن ْ ابِِّ  

Artinya: Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang di larang oleh 

syara’, yang diancam dengan hukuman had atau takzir. 

 

 

Pengertian jarimah juga sama dengan peristiwa pidana, atau sama 

dengan tindak pidana atau delik dalam hukum positif. Perbedaannya, 

hukum positif membedakan antara kejahatan dan pelanggaran mengingat 

berat ringannya hukuman, sedangkan syariat Islam tidak membedakannya, 

semuanya disebut jarimah apabila dapat merugikan kepada aturan 

masyarakat, kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kepada aturan 

masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaan-perasaannya dengan 

pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.16 

Secara singkat dapat dijelaskan, bahwa suatu perbuatan dianggap 

delik (jarimah) bila terpenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun jarimah 

dapat dikategorikan menjadi 2 (dua): pertama, rukun umum, artinya unsur-

unsur yang harus terpenuhi pada setiap jarimah. Kedua, unsur khusus, 

                                                           
16 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), 1. 
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artinya unsur unsur yang harus terpenuhi pada jenis jarimah tertentu. 

Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum jarimah adalah:17 

a. Unsur formil (adanya undang-undang atau nas). Artinya setiap 

perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat 

dipidana kecuali adanya nas atau undang-undang yang mengaturnya. 

b. Unsur materiil (sifat melawan hukum). Artinya adanya tingkah laku 

seseorang yang membentuk jarimah, baik dengan sikap berbuat 

maupun sikap tidak berbuat. 

c. Unsur moril (pelakunya mukallaf). Artinya, pelaku jarimah adalah 

orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap 

jarimah yang dilakukannya. 

d. Unsur-unsur umum di atas tidak selamanya terlihat jelas dan terang, 

namun dikemukakan guna mempermudah dalam mengkaji persoalan-

persoalan hukum pidana Islam dari sisi kapan peristiwa pidana terjadi. 

Kedua, unsur khusus. Yang dimaksud dengan unsur khusus ialah 

unsur yang hanya terdapat pada peristiwa (jarimah) tertentu dan berbeda 

antara unsur khusus pada jenis jarimah yang satu dengan jarimah yang 

lainnya. 

Jarimah (tindak pidana) dalam islam, jika dilihat dari segi berat 

ringannya hukuman ada tiga jenis, yaitu hududd, qisas diyat dan takzir. 

 

 

                                                           
17 Makrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 9. 
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B. Pengertian Jarimah Takzir 

Takzir yaitu memberi pelajaran, artinya suatu jarimah yang diancam 

dengan hukum takzir yaitu hukuman selain had dan kisas diat. 

Pelaksanaan hukuman takzir, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh 

nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak 

perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. 

Pengertian secara terminologis, yang dikehendaki dalam konteks fikih 

jinayah adalah seperti yang dikemukakan di bawah ini: 

قْدَارِّهَاوَتَ رْكِّ  هُوَ  ُ الت َّعْزِّيْر ى لِّوَلِّ ِّ اْلَآمْرِّاوَِّالْ  تَ قْدِّيْرِّهَاالَْعُقُوْبََتُ الَّتِِّ لََْ يَ رُدُّمِّنَ الشَّارِّعِّ بِّبَ يَانِّ مِّ قَاضِّ

 اْمَُُاهِّدِّيْن

Artinya: Takzir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan 

ketentuan kadar hukumnya oleh syara’ dan menjadi 

kekuasaan waliyyul amri atau hakim.18 

 

Sebagian ulama mengartikan takzir sebagai hukuman yang berkaitan 

dengan pelangaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak 

ditentukan Al-Qur’an dan Hadis takzir berfungsi memberikan pengajaran 

kepada si terhukum dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi 

perbuatan serupa. Sebagian lain mengatakan sebagai sebuah hukuman 

had atau kafarat.19 

                                                           
18 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, ( Bandung: CV Pustaka setia, 2000), 140. 
19 Ibid., 141. 
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Hukuman dalam jarimah takzir tidak ditentukan ukurannya atau 

kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi 

diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian 

syari mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk 

dan hukuman kepada pelaku jarimah.20 Berikut adalah macam-macam 

sanksi takzir: 

a. Sanksi takzir yang berkaitan dengan badan 

Adapun mengenai sanksi takzir yang  berkaitan dengan badan, 

dibedakan menjadi dua, yaitu hukum Mati dan cambuk.21 

1) Hukuman mati 

Pada dasarnya Hampir semua ulama membolehkan sanksi 

mati ini sebagai hukuman takzir apabila ada kemanfaatan dan 

keadaan pun menuntut untuk itu.umpamanya, ulul amri 

berpendapat, tiadanya harapan si mujrim dapat menghentikan 

perbuatannya, tipisnya si pelaku dapat menjadi baik kembali 

(dengan parameter pengulanganyang sering dilakukan), atau 

situasi menghendaki  dia harus dimusnahkan dari muka bumi. 

Maka para ulama membolehkan hukuman mari bagi residivis, 

penyebar bid’ah, dan jenislain yang dianggap sangat berbahaya. 

                                                           
20 Ibid., 11. 
21 Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, ( Jakarta: AMZAH, 2013), 142. 
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Namun, ada juga yang tidak setuju terhadap penjatuhan 

hukuman mati dalam kasus takzir, mereka beralasan dengan 

Hadis Nabi:22 

مُسْلِّم  يَشْهَدُ انَْ لَاَِّلَهَ اِّلََّاُلله وَاَنّ ِّ رَسُوْلُ اللهِّ اِّلََّبَِِّّحْدَى  لََيَِّلُّ دَمُ اعْرِّىء  

لن َّفْسِّ وَالتَّارِّكُ لِّدِّينِّْهِّ الَْمُفَارِّقُ لِّلْجَمَاعَةِّ. :الَث َّيْبُ الزَّانِّّ وَالن َّفْسُ بَِّ  ثَلََت 

Artinya: ”Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi 

tiada Tuhan selain Allah dan bahwa aku 

(Muhammad) Rasul Allah, kecuali karena tiga 

perkara : tsayyib (muhsan) yang berzina, 

membunuh jiwa (yang tidak berhak), dan 

meninggalkan agamanya dan memisahkan dari 

jamaah.” (HR. Bukhari Muslim) 

 

Dari Hadis tersebut, hukuman mati hanya dijatuhkan bagi 

tiga jenis perbuatan, zina muhsan, pembunuh dan murtad. Namun 

demikian, kebanyakan ulama membolehkan hukuman mati selain 

ketiganya atau jarimah-jarimah takzir yang berulang kali dan juga 

bagi perbuatan yang dianggap sangat berbahaya. Apalagi takzir 

sebagai jarimah maupun sebagai sanksi syara memberikan 

kewenangan penuh kepada sultan atau penguasa. pendelegasian 

menyebabkan ulil amri berwenang menetapkan jarimah-jarimah 

yang layak dijatuhi hukuman mati. 

                                                           
22 Ibn Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, Irfan Maulana Hakim, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 

2010), 476. 
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Kedua, harus dipertimbangkan dampak negatif bagi 

kemaslahatan masyarakat dan penyebaran kerusakan yang lebih 

parah di masa datang. Dalam hal ini harus diperhatikan kejahatan-

kejahatan yang dampak negatifnya dapat mengancam 

keselamatan negara dan bangsa di masa yang akan datang..23 

2) Hukuman cambuk. 

Hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerakan pelaku 

jarimah takzir. Hukuman ini dalam jarimah hudud telah jelas 

jumlahnya bagi pelaku zina ghairu muhsan dan jarimah qadzf 

(menuduh zina). Namun dalam jarimah takzir, hakim diberikan 

kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan disesuaikan 

dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan. 

Hukuman ini dikatakan efektif karena memiliki beberapa 

keistimewaan dibandingkan hukuman lainnya, yaitu sebagai 

berikut: 

a) Lebih menjerakan dan lebih memiliki daya represif, karena 

dirasakan langsung secara fisik. 

b) Bersifat fleksibel. Setiap jarimah memiliki jumlah cambukan 

yang berbeda-beda. 

c) Berbiaya rendah. Tidak membutuhkan dana besar dan 

penerapannya sangat praktis. 

                                                           
23 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, ( Bandung: CV Pustaka setia, 2000), 155. 
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d) Lebih murni dalam menerapkan prinsip bahwa sanksi ini 

bersifat pribadi dan tidak sampai menelantarkan keluarga 

terhukum. Apabila sanksi ini sudah dilaksanakan, terhukum 

dapat langsung dilepaskan dan dapat beraktivititas seperti 

biasanya. Dengan demikian, hal ini tidak membawa akibat 

yang tidak perlu kepada keluarganya. Allah berfirman:24 

رَ ٱللََِّّّ أبَْغِّي رَبَا وَهُوَ رَبُّ كُ  بُ كُلُّ نَ فْ  وَلََ تَ شَيء   ل ِّ قُلْ أغََي ْ هَا كْسِّ س  إِّلََّ عَلَي ْ

عُكُ مَّ كُم ب ِّ رَ  ثَُُّ إِّلَََٰ وَلََ تَزِّرُ وَازِّرةَ  وِّزْرَ أُخْرَىَٰ  اَ كُ  مْ فَ يُ نَ ب ِّئُكُمرْجِّ  نتُمْ فِّيهِّ تََْتَلِّفُونَ بِِّ

Artinya: Katakanlah "Apakah aku akan mencari Tuhan selain 

Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala 

sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa 

melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya 

sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan 

memikul dosa orang lain. Kemudian kepada 

Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-

Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan". 

 

Adapun mengenai jumlah maksimal hukuman cambuk dalam 

jarimah takzir, ulama berbeda pendapat. Mazhab Hanafi, tidak 

boleh melampaui batas hukuman had, sedangkan pendapat Abu 

Hanifah, tidak boleh lebih dari 39 kali, karena had bagi peminum 

khamr (minuman keras) adalah dicambu 40 kali. Abu Yusuf, 

tidak boleh lebih dari 79 kali, karena had bagi pelaku qadzf 

(menuduh zina) adalah dicambuk 80 kali. Ulama Malikiyah, 

                                                           
24 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, (Jakarta: PT. Syamil 2005), 150. 
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sanksi takzir boleh melebihi had selama mengandung maslahat. 

Mereka berpedoman pada keputusan Umar bin Al-Khathab yang 

mencambu Ma’an bin Zaidah 100 kali karena memalsukan 

stempek baitul mal. Ali pernah mencambuk peminum khamr 

(minuman keras) pada siang hari di bulan Ramadhan sebanyak 80 

kali dan ditambah 20 kali sebagai takzir. 

Adapun sifat dari hukuman cambuk dalam jarimah takzir 

adalah untuk memberikan pelajaran dan tidak boleh menimbulkan 

kerusakan. Apabila si terhukum itu laki-laki, maka baju yang 

menghalangi sampainya cambuk ke kulit harus dibuka. Sementara 

itu, apabila si terhuum itu perempuan, maka bajunya tidak boleh 

dibuka, karena auratnya akan terbuka. Hukuman cambuk 

diarahkan ke punggung, tidak boleh diarahkan ke kepala, wajah, 

dan farji. Karena apabila diarahkan ke tiga bagian itu, 

dikhawatirkanakan menimbulkan cacar, bahkan tersangka bisa 

meninggal dunia.25 

b. Sanksi takzir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang 

Mengenai hal ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman penjara 

dan hukuman pengasingan. Berikut ini penjelasannya. 

1) Hukuman penjara 

                                                           
25 Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, ( Jakarta: AMZAH, 2013), 149. 
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Hukuman penjara dalam pandangan hukum pidana Islam 

berbeda dengan pandangan hukum positif. Menurut hukum Islam 

penjara dipandang bukan sebagai hukuman utama, tetapi hanya 

dianggap sebagai hukuman kedua atau sebagai hukuman pilihan. 

Hukuman pokok dalam syariat Islam bagi perbuatan yang tidak 

diancam dengan hukuman had adalah hukuman jilid. Biasanya 

hukuman ini hanya dijatuhkan bagi perbuatan yang dinilai ringan 

saja atau yang sedang-sedang saja. Walaupun dalam prakteknya 

dapat juga dikenakan kepada perbuatan yang dinilai berat dan 

berbahaya. Hal ini karena hukuman ini dikategorikan sebagai 

kekuasaan hakim, yang karenanya menurut pertimbangan 

kemaslahatan dapat dijatuhkanbagi tindak pidana yang dinilai 

berat. 

Dalam syariat Islam hukuman penjara hanya dipandang 

sebagai alternatif dari hukuman pokok jilid. Karena hukuman itu 

pada hakikatnya untuk mengubah terhukum menjadi lebih baik. 

Dengan demikian, apabila dengan pemenjaraan, tujuan tersebut 

tidak tercapai, hukumannya harus diganti dengan yang lain, yaitu 

hukuman jilid. Hukuman penjara terbagi dalam dua jenis, yaitu:26 

a) Hukuman penjara terbatas  

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang 

dibatasi lamanya hukuman yang dijatuhkan dan harus 

                                                           
26 Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, ( Jakarta: AMZAH, 2013), 153-155. 
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dilaksanakan terhukum.berapa lama hukuman penjara 

terbatas ini, para ulama berbeda pendapat, ada yang 

mengatakan dua bulan atau tiga bulan. Di samping itu, ada 

yang mengatakan paling lama satu tahun dinisbatkan kepada 

hukuman buang pada jarimah zina yang lamanya satu tahun. 

Di antara mereka ada juga yang mengatakan bahwa lamanya 

hukuman itu terserah penguasa, sebab takzir adalah hak 

penguasa. Namun, dalam hal hukuman penjara terendah, 

mereka sepakat satu hari. 

b) Hukuman penjara tidak terbatas 

Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya 

dan berlangsung terus sampai si terhukum meninggal dunia 

atau bertaubat. Hukuman ini dapat disebut juga dengan 

hukuman penjara seumur hidup, sebagaimana yang telah 

diterapkan dalam hukum positif Indonesia. Hukuman seumur 

hidup ini dalam hukum pidana Islam dikenakan kepada 

penjahat yang sangat berbahaya. Misalnya, seseorang yang 

menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga atau 

seseorang yang mengikat orang lain lalu melemparkannya ke 

kandang harimau. Menurut Imam Abu Yusuf, apabila orang 

tersebut mati dimakan harimau itu, si pelaku dikenakan 

hukuman penjara seumur hidup (sampai ia meninggal di 

penjara). 
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Sementara itu hukuman penjara tidak terbatas macam 

yang kedua (sampai ia bertaubat), dikenakan antara lain 

untuk orang yang dituduh membunuh dan mencuri, 

melakukan homoseksual, menyihir (menyantet), mencuri 

untuk ketiga kalinya (tetapi menurut Imam Abu Hanifah, 

mencuri untuk kedua kalinya), menghina secara berulang-

ulang, dan menghasut istri atau anak perempuan orang lain 

agar meninggalkan rumah lalu rumah tangganya hancur. 

Di Indonesia, ada pendapat yang menyatakan bahwa 

konsep hukuman cambuk dalam Islam itu menghendaki 

negara tanpa penjara. Akan tetapi, apabila kita mengingat 

sejarah di masa Nabi dan sahabat, telah dikenal adanya 

hukuman penjara. Hal itu dilakukan karena pelaku lebih 

cocok dijatuhi hukuman penjara daripada hukuman cambuk. 

Selanjutnya, sanksi ini diberlakukan di lembaga 

pemasyarakatan Indonesia. Sehubungan dengan itu, ulama 

mengharuskan adanya pengobatan apabila terhukum 

(narapidana) sakit dan dianjurkan untuk melatih mereka 

dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, karena 

membawa kemaslahatan dan mendukung taubat mereka. 

Adapun administrasi lembaga pemasyarakatan, 

hendaknya diatur dengan baik agar para napi terkondisi 

untuk bertaubat. Sementara itu mengenai biaya pelaksanaan 
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hukuman, seperti makan, minum, pakaian, dan pengobatan 

para napi, menjadi tanggung jawab Baitul Mal (negara). 

 

2) Hukuman pengasingan 

Hukuman pengasingan termasuk hukuman had yang 

diterapkan untuk perampok.27 Hal ini didasarkan pada Surah Al-

Maidah Ayat 33 :28 

ِينَ ٱ ؤُا  جَزَ   إنَِّمَا َ ٱ يُُاَربُِونَ  لََّّ  ٱ فِ  نَ و  عَ وَيسَ   ۥوَرسَُولَُ  للَّّ
َ ن فسََادًا ضِ رۡل 

َ
و   ا  قَتَّلُو  يُ  أ

َ
  ا  يصَُلَّبُو   أ

و  
َ
عَ  أ ي   تُقَطَّ

َ
ر   دِيهِم  أ

َ
ِن   جُلُهُموَأ و   ف  خِلَ   م 

َ
 ٱ مِنَ  ا  ينُفَو   أ

َ ن  ٱ فِ  ي  خِز   لهَُم   لكَِ ذَ   ضِ  رۡل    يَا  لدُّ

  عَظِيم   عَذَاب   خِرَةِ لۡأٓٱ فِ  وَلهَُم  

Artinya: Sesugguhnya pembalasan terhadap orang-orang 

yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan 

membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah 

mereka dibunuh, atau disalib, atau dipotong 

tangan dan kaki mereka dengan bertimbal-balik, 

atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). 

Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan 

untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka 

beroleh siksaan yang besar. 

 

Hukuman pengasingan merupakan hukuman had. Namun 

dalam praktiknya hukuman tersebut diterapkan juga sebagai 

hukuman takzir. Di antara jarimah takzir yang dikenakan 

hukuman pengasingan adalah orang yang berprilaku mukhamnats 

                                                           
27 Ibid., 155. 
28 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, (Jakarta: PT. Syamil 2005), 113. 
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(waria) yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dengan 

mengasingkannya ke luar Madinah. Demikian pula tindakan 

Umar yang mengasingkan Nashr bin Hajjaj karena banyak wanita 

yang tergoda olehnya, karena konon ia berwajah sangat tampan 

dan menarik, walaupun sebenarnya ia tidak melakukan jarimah. 

Selain itu, Umar yang juga menjatuhi hukuman pengasingan dan 

cambuk terhadap Mu’an bin Zaidah karena telah memalsukan 

stempel baitulmal.29 

Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah 

yang dikhawatirkan dapat memberikan pengaruh buruk terhadap 

masyarakat. Dengan diasingkannya pelaku, mereka akan 

terhindar dari pengaruh tersebut.30 

Adapun mengenai tempat pengasingan, fukaha berpendapat 

sebagai berikut :31 

(1) Menurut Imam Malik bin Anas, pengasingan artinya 

menjauhkan (membuang) pelaku dari negeri Islam ke negeri 

non-Islam. 

(2) Menurut Umar bin Abdul Aziz dan Said bin Jubayyir, 

pengasingan artinya dibuang dari satu kota ke kota yang 

lain. 

                                                           
29 M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, 156. 
30 Ibid., 156. 
31 Ibid. 
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(3) Menurut Imam Al-Syafi’i, jarak antara kota asal dan kota 

pengasingan sama seperti jarak perjalanan shalat qashar. 

Sebab, apabila pelaku diasingkan di daerah sendiri, 

pengasingan itu untuk menjauhkannya dari keluarga dan 

tempat tinggal. 

(4) Menurut Imam Abu Hanifah dan satu pendapat dari Imam 

Malik, pengasingan artinya dipenjarakan. 

Berbeda dari pendapat di atas, Umar mengasingkan pelaku 

dari Madinah ke Syam, Utsman mengasingkan pelaku dari 

Madinah ke Mesir, dan Ali mengasingkan pelaku dari Madinah 

ke Bashrah. Apa yang dilakukan para sahabat ini menunjukkan 

bahwa pengasingan itu masih di negara muslim.32 

Dalam hal ini sepertinya hukuman mengasingkan narapidana 

ke Pulau Nusa Kambangan sudah memenuhi syarat, mengingat 

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau. 

Dengan demikian, hukuman ini sangat efektif apabila 

dilaksanakan dengan memanfaatkan pulau-pulau kecil tersebut. 

Di samping itu, hukuman ini juga harus didukung dengan 

pengawasan ketat agar narapidana tidak dapat melarikan diri.33 

 

 

                                                           
32 Ibid., 156. 
33A. Djazuli, Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2000), 210. 
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c. Hukuman takzir yang berkaitan dengan harta 

Fuqaha berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman takzir 

dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah dan diikuti 

oleh muridnya Muhammad bin Hasan, hukuman takzir dengan cara 

mengambil harta tidak dibolehkan. Akan tetapi menuurt Imam Malik, 

Imam Al-Syafi’i, Imam Ahmad bin Hnbal, dan Imam Abu Yusuf 

membolehkannya apabila membawa maslahat. 

Hukuman takzir dengan mengambil harta bukan berarti 

mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas negara, 

melainkan menahannya untuk sementara waktu. Adapun jika pelaku 

tidak dapatt diharapkan untuk bertaubat, hakim dapat menyerahkan 

harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat. 

Imam Ibnu Taimiyah membagi hukuman takzir berupa harta ini 

menjadi tiga bagian dengan memperhatikan atsar (pengaruhnya) 

terhadap harta, yaitu sebagai berikut:34 

1) Al-itlaf  (Menghancurkannya) 

Penghancuran terhadap barang sebagai hukuman takzir 

berlaku untuk barang-barang yang mengandung kemungkaran. 

2) Al-Ghayir (Mengubahnya) 

Hukuman takzir yang berupa mengubah harta pelaku, antara 

lain mengubah patung yang disembah oleh orang muslim dengan 

                                                           
34 Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, ( Jakarta: Amzah, 2013), 158. 
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cara memotong bagian kepalanya sehingga mirip pohon atau vas 

bunga. 

3) Al-Tamlik (Memilikinya) 

Hukuman takzir berupa pemilikan harta pelaku, antara lain 

Rasulullah melipat gandakan denda bagi seorang yang mencuri 

buah-buahan di samping hukuman cambuk. Demikian pula 

keputusan Khalifah Umar yang melipatgandakan denda bagi 

orang yang menggelapkan barang temuan. 

Hukuman denda dapat merupakan hukuman pokok yang 

berdiri sendiri, contohnya hukuman denda bagi orang yang 

duduk-duduk di bar, atau denda terhadap orang yang mencuri 

buah-buahan dari pohon, atau mencuri kambing sebelum sampai 

di tempat penggembalaan. Namun bisa saja hukuman denda 

digabungkan dengan hukuman pokok lainnya, yaitu hukuman 

denda disertai cambuk. 

 

C. Definisi Anak di Bawah Umur Menurut Undang-undang 

1. Definisi anak di bawah umur menurut undang-undang 

Dalam KUHP tidak ditentukan secara jelas definisi tentang anak, 

melainkan hanyalah definisi tentang “belum cukup umur”, serta 

beberapa definisi yang merupakan bagian atau unsur dari pengertian 

anak yang terdapat pada beberapa pasalnya. Seperti pada Bab III yang 
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memberikan salah satu unsur pengertian tentang anak pada pasal 45 

yang berbunyi:35 

“Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) 

karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim 

dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan 

kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana 

apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada 

pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan merupakan 

kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut..” 

 

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 

2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 

18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan.36 Menurut pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 4 Tahun 

2004 tentang Pornografi adalah seseoroang yang belum berusia 18 

tahun.37 

Adapun pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yaitu anak yang telah 

berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan 

anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori :38 

a. Dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa anak yang berkonflik 

dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak 

                                                           
35 KUHP BAB III pasal 45. 
36 Pasal 1 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang    

perlindungan anak. 
37 UU RI No. 4 Tahun 2008 tentang pornografi. 
38 UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. 
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yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 

(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. 

b. Dalam Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa anak yang menjadi 

korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah 

anak yang berlum berumur 18 (delapan belas) tahun yang 

mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi 

yang disebabkan oleh tindak pidana. 

c. Dalam Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa anak yang menjadi 

sanksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah 

anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat 

memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan 

dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara 

pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. 

2. Kewajiban orang tua terhadap anak 

Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab 

orang tua, yang tidak boleh diabaikan. Dalam pasal 45 Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Pokok-pokok Perkawinan, menentukan bahwa 

orang tua wajib memelihara dan mendidik anak yang belum dewasa 

atau belum dapat berdiri sendiri. Orang tua merupakan orang yang 

pertama-tama bertanggaung jawab atas terwujudnya kesejahteraan 

anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.39 Dalam pasal 26 

ayat 1 huruf a Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang 

                                                           
39 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Akademi Presindo, 1989, 35. 
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perlindungan anak, menentukan bahwa orang tua berkewajiban dan 

bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan 

melindungi Anak. 

Adapun kewajiban orang tua terhadap anak menurut ajaran Islam 

adalah:40 

a. Memberikan nama yang baik; 

b. Memberikan kasih sayang yang tulus; 

c. Memperlakukan anak-anak dengan adil; 

d. Memberikan nafkah yang memadahi sesuai kebutuhan anak; 

e. Menanamkan ajaran agama Islam sejak usia dini; 

f. Memberikan pendidikan yang baik sesuai dengan petunjuk Allah 

dan Rasul-Nya. 

 

D. Tindak Pidana Pornografi dalam Hukum Islam 

1. Pengertian tindak pidana pornografi 

Menurut istilah, pornografi adalah setiap gambar atau bacaan yang 

dapat membangkitkan birahi dan menurut isilah fikih dinamakan 

dengan al-shirah aw al-kitabah al-mutsirozaini li al-syahwah (gambar 

atau tulisan yang dapat membangkitkan syahwat).41 Sementara itu, 

                                                           
40 Hamdan Rasyid, Bimbingan Ulama Kepada Umara dan Umat,(Jakarta: Majelis Ulama 

Indonesia, 2006), 91. 
41 Ahmad Idris, Buah Pikiran Untuk Umat (Telaah Fikih Holistik). (Kediri: Lirboyo Press, 2008), 

3. 
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menurut pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang 

pornografi menyebutkan42 Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, 

foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, 

percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai 

bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, 

yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar 

norma kesusilaan dalam masyarakat. 

Dalam perspektif Islam, pembicaraan tentang pornografi tidak 

dapat dipisahkan dengan pembicaraan tentang aurat, tabarruj 

(berpenampilan seronok). Unsur yang penting dalam konsep pornografi 

adalah melanggar kesusilaan dan membangkitkan nafsu seks. 

Sedangkan terminologi Islam persoalan tersebut erat kaitannya dengan 

persoalan aurat dan pakaian. Karena yang disebut aurat dalam Islam 

adalah bagian tubuh manusia yang tidak boleh diperlihatkan atau harus 

ditutup karena dapat menimbulkan rasa malu dan membangkitkan 

nafsu seks orang yang melihatnya. Sementara itu pakaian merupakan 

alat yang digunakan untuk menutup aurat yang dimaksud. Sedangkan 

tabarruj tabarruj (berpenampilan seronok) menggambarkan seseorang 

dalam berpakaian yang cendrung seronok atau mencirikan penampilan 

yang tidak terhormat. Penampilan yang dimaksud merupakan 

                                                           
42 Pasal 1 ayat 1 UU RI Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. 
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gabungan dari pemahaman seseorang tentang batasan aurat dan cara 

berpakaian. 43 

Dari beberapa pemaparan diatas, maka menurut hukum Islam, 

perbuatan pornografi/aksi dinilai sebagai sesuatu yang melanggar 

karena menampakkan aurat yang wajib ditutup, sebagaimana 

dijelaskan dalam Q.S An-Nur ayat 31 yang berbunyi:44 

رِّهِّنَّ وَيََۡ  نۡ أبَۡصََٰ نََٰتِّ يَ غۡضُضۡنَ مِّ تَ هُنَّ إِّلََّ مَا ظَهَرَ وَلََ يُ بۡدِّينَ زِّين َ  رُوجَهُنَّ ظۡنَ ف ُ فَ وَقُل ل ِّلۡمُؤۡمِّ

ُمُرِّهِّنَّ عَلَىَٰ جُيُوبِِِّّنَّۖ  هَاۖ وَلۡيَضۡرِّبۡنَ بِِّ ن ۡ ءِّ  أوَۡ ءَابََٓ ولتَِّهِّنَّ أوَۡ ءَابََئِّٓهِّنَّ تَ هُنَّ إِّلََّ لِّبُ عُ دِّينَ زِّين َ  يُ بۡ وَلََ  مِّ

نَآءِّ بُ عُولَ  نَائِّٓهِّنَّ أوَۡ أبَ ۡ تِِِّّنَّ أوَۡ نِِّّنَّ أوَۡ بَنِِّٓ إِّ وۡ إِّخۡوََٰ نَّ أَ تِّهِّ بُ عُولتَِّهِّنَّ أوَۡ أبَ ۡ نِِّّنَّ أوَۡ بَنِِّٓ أَخَوََٰ  خۡوََٰ

رۡبةَِّ يِّۡ أوُْلِّ يَن غَ بِّعِّ نِّسَائِّٓهِّنَّ أوَۡ مَا مَلَكَتۡ أيَََٰۡنُ هُنَّ أَوِّ ٱلتََّٰ  جَالِّ أَوِّ ٱلط ِّفۡلِّ ٱلَّذِّينَ لََۡ مِّنَ ٱلر ِّ   ٱلِّۡۡ

فِّيَن هِّنَّ لِّي ُ رۡجُلِّ بَِّ  يَظۡهَرُواْ عَلَىَٰ عَوۡرََٰتِّ ٱلن ِّسَاءِّٓۖ وَلََ يَضۡرِّبۡنَ  ۚۡ وَتوُبُ وٓاْ إِّلََ مِّ عۡلَمَ مَا يُُۡ
ن زِّينَتِّهِّنَّ

نُونَ لَعَلَّكُمۡ تُ فۡلِّ    حُونَ ٱللََِّّّ جَِّيعًا أيَُّهَ ٱلۡمُؤۡمِّ

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah 

mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan 

janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali 

yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah 

mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan 

janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada 

suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami 

mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera 

                                                           
43 Kutbuddin aibak, kajian fiqh kontemporer, (Yogyakarta: teras 2004), 4-5. 
44 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, (Jakarta: PT. Syamil 2005), 353. 
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suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, 

atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-

putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita 

islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau 

pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai 

keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum 

mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka 

memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang 

mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian 

kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya 

kamu beruntung. 

 

2. Bentuk-bentuk pornografi 

Dalam kenyataannya, pornografi muncul dalam berbagai bentuk, 

baik melalui media cetak, elektronik maupun secacra langsung, berikut 

adalah bentuk-bentuk pornografi: 

a. Pornografi dalam bentuk media cetak 

Tabloid, majalah, koran dan buku yang masuk dalam kategori 

ini adalah mereka yang memuat gambar atau kata-kata yang 

mengeksplisitasi seks, syahwat atau penyimpangan seksual serta 

gambar-gambar telanjang atau setengah telanjang sehingga 

perhatian pembaca terarah pada bagian-bagian tertentu yang bisa 

membangkitkan rangsangan seksual. 

b. Pornografi dalam bentuk media elektronik 

Musik dan film yang terdapat dalam TV, VCD/DVD, HP 

maupun internet yang isinya mengesankan pria atau wanita 

telanjang, ciuman, adegan, gerakan, suara persenggamaan atau 

kesan persenggamaan; perilaku seksual yang tampil secara fisikal, 
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kesan-kesan seksual yang ditampilakan secara tidak langsung, 

missal lewat asosiasi, ilusi, sindiran atau kata-kata simbol. 

c. Pornografi dalam bentuk langsung 

Tarian seronok dan striptease show, yaitu gerakan atau 

tindakan yang dengan sengaja memperlihatkan keindahan 

tubuhnya untuk sekedar menggoda nafsu dan atau membangkitkan 

nafsu birahi.45 

3. Sanksi tindak pidana pornografi dalam hukum islam 

Ketentuan sanksi tindak pidana pornografi, tidak terdapat dalam 

ketentuan syariah Islam. Maka karena itu, apabila sanksi tindak pidana 

pornografi tidak terdapat dalam ketentuan syariah Islam, maka dapat 

ditentukan melalui lembaga takzir. Dalam hukum Islam, prinsip 

penentuan hukum dan hukuman yang belum diatur di dalam syari’at 

secara tegas dan baku, dapat ditentukan berdasarkan hukum ta’zir yang 

kebijakannya lebih diserahkan kepada pemerintah atau pemegang 

otoritas yang berkompeten.46 

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 

tentang pornografi dan pornoaksi ditetapkan sebagai berikut:47 

a. Melakukan hubungan seksual di luar pernikahan yang sah (zina) 

adalah haram. 

                                                           
45 Neng Djubaedah, Pornografi dan Pornoaksi (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009), 87. 
46 Ibid., 32. 
47 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Noomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi.  
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b. Berbuat intim, berdua-duaan, dan perbuatan sejenis lainnya yang 

mendekati dan/atau mendorong melakukan hubungan seksual di 

luar pernikahan yang sah, antara laki-laki dengan perempuan yang 

tidak terikat dalam pernikahan yang sah adalah haram. 

c. Memperlihatkan aurat, yakni bagian tubuh antara pusar dan lutut 

bagi laki-laki dan bagian tubuh selain muka, telapak tangan, dan 

telapak kaki bagi perempuan adalah haram. 

d. Memakai pakaian ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh 

bagi perempuan, di hadapan laki-laki yang bukan suami atau 

mahramnya adalah haram. 

e. Menggunakan kosmetika yang dapat membangkitkan nafsu birahi 

laki-laki yang bukan suaminya, bagi perempuan, adalah haram. 

f. Menggambarkan, secara langsung atau tidak langsung, tingkah 

laku secara erotis, baik dengan lukisan, tulisan, suara maupun 

ucapan yang dapat membangkitkan nafsu birahi adalah haram. 

g. Melakukan suatu perbuatan dan/atau suatu ucapan yang dapat 

mendorong terjadinya perbuatan sebagaimana dimaksud huruf a 

dan b adalah haram. 

h. Membiarkan diri yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat 

sebagaimana dimaksud angka 3 untuk diambil gambarnya, baik 

untuk dicetak atau divisualisasikan, dan gambarnya tersebut akan 

diperlihatkan kepada laki-laki yang bukan suaminya adalah haram. 
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i. Melakukan pengambilan gambar sebagaimana dimaksud angka 8 

adalah haram. 

j. Melakukan hubungan seksual di hadapan orang, membiarkan diri 

yang sedang melakukan hubungan seksual atau adegan seksual 

untuk diambil gambarnya, melakukan pengambilan gambar 

hubungan seksual atau adegan seksual, melihat hubungan seksual 

atau adegan seksual adalah haram. 

k. Memperbanyak, mengedarkan, menjual, membeli dan melihat atau 

memperlihatkan gambar, baik cetak atau visual, orang yang 

terbuka auratnya, perempuan berpakaian ketat sebagaimana 

dimaksud angka empat, atau gambar hubungan seksual atau 

adegan seksual adalah haram. 

l. Membantu dan/atau membiarkan tanpa pengingkaran perbuatan-

perbuatan yang diharamkan di atas adalah haram. 

m. Memperoleh uang, manfaat, dan/atau fasilitas dari perbuatan-

perbuatan yang diharamkan di atas adalah haram. 

Sanksi yang diancamkan atas orang yang melakukan perbuatan 

haram sebagaimana dimaksud huruf b sampai dengan m bagian 

pertama adalah ta’zir, yakni suatu bentuk hukuman yang jenis dan 

kadarnya ditetapkan oleh pihak yang berwenang dengan syarat 

hukuman tersebut dapat berfungsi sebagai zawajir dan mawanií 
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(membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan 

menjadi tidak berani melakukannya). 
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BAB III 

DIREKTORI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAMBI NOMOR 

275/Pid.Sus/2015/PN.Jmb. TENTANG TINDAK PIDANA PENYEBARAN 

PORNOGRAFI ANAK DI BAWAH UMUR 

 

A. Deskripsi Pengadilan Negeri Jambi 

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, bahwa Pengadilan 

Negeri merupakan Pengadilan tingkat Pertama.48 Tempat kedudukan 

pengadilan berada disetiap kota Madya atau Kabupaten, maka secara 

otomatis daerah hukum Pengadilan Negeri adalah meliputi wilayah kota 

Madya atau Kabupaten yang bersangkutan, dikecualikan dari ketentuan 

ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebab daerah hukumnya 

selain wilayah Jakarta Pusat misalnya tindak pidana yang dilakukan di 

luar Negeri dinyatakan dalam pasal 86 KUHP, bahwa “Apabila seorang 

melakukan tindak pidana di luar Negeri yang dapat diadili menurut 

hukum Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang 

berwenang mengadilinya”.49 

Pengadilan Negeri Jambi adalah Pengadilan Negeri kelas IB yang 

berada di Kabupaten Jambi Jawa Barat. Berikut adalah deskripsi dari 

Pengadilan Negeri Jambi:50 

                                                           
48 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 
49 Bambang Waluyo, Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, (Jakarta: Sinar 

Grafindo Persada, 2002), 16. 
50 http://pn-Jambi.info, diakses pada 31 Maret 2017. 

http://pn-cianjur.info/
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Nama : Pengadilan Negeri Jambi 

Alamat : Jl. Jendral A. Yani No. 16 Kota Jambi, Propinsi Jambi 

36122. 

Telp/ Fax  : 0741 62205/ 0741 62483 

Alamat Situs  : pn-Jambi.info 

Emai   : pn_jambi@yahoo.co.id 

 

B. Deskripsi dan Landasan Hukum 

Pengadilan Negeri Jambi yang telah memeriksa dan mengadili 

perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan 

sebagai berikut dalam perkara terdakwa:51 

Nama lengkap  : Muhammad Firdaus 

Temat Lahir  : Jambi 

Umur/ Tanggal Lahir : 21 Tahun/ 29 Nopember 1993 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Kebangsaan  : Indonesia 

Tempat Tinggal : Parit Tanik, Rt. 01, Rw. 02 Kelurahan Sungai 

Asam Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, 

Propinsi Riau. 

Agama   : Islam 

Pekerjaan  : Petani 

                                                           
51 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 275/Pid.sus/2015/PN.Jmb. 

mailto:pn_jambi@yahoo.co.id
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Pada daerah wilayah Kecamatan Jambi menurut tempat tinggal 

korban Khairani Putri, dan pengadilan yang berwenang untuk memutusan 

dan mengadili perkara ini merupakan wewenang oleh Pengadilan Negeri 

Jambi. Yang mana dalam kronologi peristiwa sebagai berikut: 

Sekira bulan Oktober 2014, terdakwa MUHAMMAD FIRDAUS Bin 

H.  KASIM berkenalan dengan saksi KHAIRANI PUTRI lewat Facebook 

berlanjut Chattingan sehingga terdakwa menjalin hubungan pacaran 

dengan saksi KHAIRANI PUTRI lewat Facebook, untuk membuktikan 

keseriusan dalam hubungan berpacaran terdakwa meminta 

foto/gambarnya dalam bentuk seksi, atas permintaan terdakwa lalu saksi 

KHAIRANI PUTRI mengirim foto diri saksi KHAIRANI PUTRI yang 

memuat isi gambar yang menampilkan telanjang, sehingga aurat 

kewanitaan dapat dilihat seperti buah dada kepada  terdakwa melalui 

inbox facebook yang terdakwa miliki, hubungan tersebut terdakwa jalani 

bersama saksi KHAIRANI PUTRI dengan baik namun berakhir saat 

terdakwa banyak permintaan yang salah satunya meminta foto/gambar 

saksi KHAIRANI PUTRI yang terbaru dan hal itu tidak dilakukannya 

yang menyebabkan chattinganpun tidak lancar, dengan kejadian itu 

terdakwa kesal lalu terdakwa menakut-nakuti untuk menyebarkan 

foto/gambar saksi KHAIRANI PUTRI yang tanpa busana atau telanjang 

bulat tersebut keteman-temannya namun hal itu juga tidak dihiraukan 

saksi KHAIRANI PUTRI sehingga terdakwa benar-benar menyebarkan 

foto/gambar pornografinya tersebut kepada teman-temanya, dan terdakwa 
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berusaha untuk memperbaiki hubungan terdakwa dengan saksi 

KHAIRANI PUTRI dengan melakukan SMS melalui Handphone 

terdakwa Nomor 85273025897 ke Handphone saksi KHAIRANI PUTRI 

di nomor 082181217749 dengan maksud untuk ketemuan di Jl. KH 

Ahmad Dahlan RT. 9 Kel. Beringin Kec. Pasar Kota Jambi  tepatnya  

disebelah  SMP Muhammadiyah,  namun setelah terdakwa sampai dan 

bertemu dengan saksi KHAIRANI PUTRI terdakwa langsung ditangkap  

oleh  anggota  Polisi  dari  Polda Jambi. 

 

C. Pembuktian Alat Bukti, Keterangan Saksi dan Terdakwa 

Adapun alat-alat yang menjadi barang bukti dalam persidangan, 

diantaranya:52 

a. 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy young warna hitam 

type GT-S6310T; 

b. 1 (satu) buah kartu sim card telkomsel; 

c. 1 (satu) buah memory micro sd 256 MB; 

d. 1 (satu) lembar hasil print out pesan (inbox) di Facebook antara 

MUHAMMAD FIRDAUS Bin H. KASIM ( akun facebook atas 

nama : PUTRA BUNGSU TUNGKAL) dengan Sdri. NURUL 

FEBRI (akun facebook atas nama : NURUL FEBRI); 

e. 1 (satu) lembar hasil print out pesan (inbox) di Facebook antara 

MUHAMMAD FIRDAUS Bin H. KASIM ( akun facebook atas 

                                                           
52 Ibid., 2. 
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nama : PUTRA BUNGSU TUNGKAL) dengan Sdri. MAUDILA 

PUTRI MAHARANI (akun facebook atas nama : MAUDILA PUTRI 

MAHARANI); 

f. 4 (empat) lembar hasil print out pembicaraan (chatting) di Facebook 

antara MUHAMMAD FIRDAUS Bin H. KASIM (akun facebook 

atas nama : PUTRA BUNGSU TUNGKAL) dengan Sdri. PUTRI 

NADIA SIHOMBING (akun facebook atas nama : PUTRI NADIA); 

g. 40 (empat puluh) lembar hasil print out pembicaraan (chatting) di 

Facebook antara MUHAMMAD FIRDAUS Bin H. KASIM (akun 

facebook atas nama : PUTRA BUNGSU TUNGKAL) dengan Sdri. 

KHAIRANI PUTRI DARUSALAM Binti DARUSSALAM (akun 

facebook atas nama : KHAIRANI PUTRI); 

h. 2 (dua) lembar hasil print out pesan (inbox) di Facebook antara 

MUHAMMAD FIRDAUS Bin H. KASIM ( akun facebook atas 

nama : PUTRA BUNGSU TUNGKAL) dengan MAUDILA PUTRI 

MAHARANI Binti WINDU FERRY BUDIMAN (akun facebook 

atas   nama : MAUDILA PUTRI MAHARANI); 

i. 6 (enam) lembar hasil print out pembicaraan (chating) di facebook 

antara MUHAMMAD FIRDAUS Bin H. KASIM ( akun facebook 

atas nama : PUTRA BUNGSU TUNGKAL) dengan PUTRI 

NADIA SIHOMBING (akun facebook atas nama : PUTRI NADIA); 

j. 1 (satu) bundle foto copy Fatwa Majelis Ulama Indonesia Propinsi 

Jambi Nomor : B.034/DP.P/MUI-JBI/III/2015 tanggal 19 Jumadil 
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Awwal H (10 Maret 2015 M) tentang Penyampaian Foto Copy 

Fatwa MUI Pusat No. 28 Tahun 2001 tentang Pornografi dan 

Pornoaksi yang dilegalisir. 

Dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan 5 (lima) orang saksi 

untuk dapat menguatkan dakwaannya, saksi tersebut diantaranya: 

Khairani Putri Darussalam (selaku korban), Darussalam Bin Rajali, Rita 

Siringoringo, Maudila  Putri  Maharani, Nurul Febri Annisa. Adapun 

kesaksian yang diberikan adalah sebagai berikut:53 

1. Saksi Pertama, Khairani Putri Darussalam (selaku korban) 

menyatakan; 

a. Bahwa benar pada tanggal 03 Januari 2014 saksi mengenal 

Putra Bungsu melalui Facebook saksi menerima inbok (pesan) 

lewat akun facebook yang mana akun facebook saksi adalah: 

Khairani Putri  (email: khairani_putrirara@yahoo.co.id), saksi 

menerima inbok dari akun “ Putra Bungsu Tungkal  (putra)” 

yang isinya ingin berkenalan, saksi kemudian menerima ajakan 

berkenalan tersebut. 

b. Bahwa benar saksi kemudian sering chatting (bercakap-cakap) 

melalui facebook dengan terdakwa dan pada sekitar tanggal 9 

bulan Januari 2014 seseorang dengan akun “Putra Bungsu 

Tungkal (putra)” sering Chatting dan meminta saksi mau 

menjadi Pacarnya dan saksi tidak mau. 

                                                           
53 Ibid., 7. 

mailto:khairani_putrirara@yahoo.co.id
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c. Bahwa benar pada tanggal 31 Oktober 2014 meminta 

Foto/gambar saksi yang tidak menggunakan baju sama sekali, 

foto tersebut diminta agar dikirim ke Akun Facebook “PUTRA 

BUNGSU TUNGKAL” namun saksi tidak mau menuruti 

permintaannya, akan tetapi terus merayu saksi sehingga saksi 

mengirim Foto/ gambar ke Akun PUTRA BUNGSU TUNGKAL 

tersebut dan saksi mengirim Foto saksi sendiri ke Akun PUTRA 

BUNGSU TUNGKAL: 1. Foto/gambar Pornografi saksi 

KHAIRANI PUTRI separuh badan dengan memakai tengtop 

warna hitam (1 gambar), 2. Foto/gambar hanya menggunakan 

BH les biru (3 gambar), 3. Foto/gambar Vagina tampak rambut 

(3 gambar), 4. Foto/gambar pornografi saksi KHAIRANI PUTRI  

separuh  badan  tampak  payudara  (6  gambar),  5.  Foto/gambar 

Vagina tanpa rambut (3 gambar). 

d. Bahwa benar pada tanggal 31 Oktober 2014 “PUTRA 

BUNGSU TUNGKAL” meminta Foto/gambar alat kemaluan 

saksi sambil bergaya tangan dimasukkan karena saksi tidak mau 

melakukan hal tersebut seseorang di Akun “PUTRA BUNGSU 

TUNGKAL” mengancam saksi dengan kata-kata cepatlah kau 

kirim kalau idak kagek aku bunuh atau aku guna-guna kau 

melalui pesan melalui Facebook, menerima ancaman tersebut 

saksi menjadi takut lalu saksi memfoto diri saksi di kamar saksi 
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di rumah menggunakan Handphone Samsung Galaxy V milik 

saksi sendiri. 

e. Bahwa benar saksi tidak mau menuruti permintaan “PUTRA 

BUNGSU TUNGKAL” tersebut dan tanggal 31 Oktober 2014 

“PUTRA BUNGSU TUNGKAL” memberitahukan kepada saksi 

melalui Chating di Facebook bahwa Foto/gambar yang pernah 

dikirim saksi sudah di sebar kepada teman-teman saksi di SMPN 

5 Kota Jambi. 

f. Bahwa benar pada 07 Januari 2015 pada saat  pulang sekolah 

sekira jam 14.00 Wib IMAS teman sekolah saksi di SMPN 5 

kota Jambi kelas IX F memanggil saksi dan ia menunjukkan foto/ 

gambar bugil milik saksi, dia mengatakan bahwa ada foto bugil 

saksi di  Handphone milik EMA, dia mengatakan bahwa EMA 

mendapatkan foto tersebut dari kontak pesan yang dikirimkan 

oleh akun facebook “Putra Bungsu Tungkal (putra)”, dia 

menanyakan apakah foto tersebut milik saksi namun saksi tidak 

mengakui foto tersebut. 

g. Bahwa benar saksi tidak pernah bertemu langsung dengan 

PUTRA  BUNGSU TUNGKAL selain di Facebook melainkan 

hanya di media Facebook saja. 

h. Bahwa benar saksi membenarkan setelah diperlihatkan 

penyidik hasil print out Foto/gambar Pornografi seorang 
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perempuan yang ada di Facebook PUTRA BUNGSU 

TUNGKAL bahwa Foto/ gambar tersebut adalah dirinya sendiri. 

i. Bahwa benar saksi tidak mau menuruti permintaan  PUTRA 

BUNGSU TUNGKAL yang meminta agar saya mengirim Foto/ 

gambar alat kemaluan saksi sambil bergaya tangan dimasukkan 

karena saksi tidak mau melakukan hal tersebut sehingga PUTRA 

BUNGSU TUNGKAL marah. 

j. Bahwa benar saksi mengetahui Foto/gambar pornografinya 

beredar  di Facebook pertama kali dari teman sekolah yang 

bernama PUTRI NADIA sekira tanggal 4 November 2014 yang 

mengatakan kepada saksi mendapat pesan dari akun PUTRA 

BUNGSU TUNGKAL tentang Foto/gambar pornografi saksi 

yang sedang tidak menggunakan baju. 

k. Bahwa benar saksi mengetahui yang menyebarkan 

Foto/gambar pornografi saksi adalah seorang laki-laki dengan 

nama akun PUTRA BUNGSU TUNGKAL disebabkan hanya 

akun PUTRA BUNGSU TUNGKAL yang mengetahui 

Foto/gambar pornografi saksi. 

l. Bahwa benar yang mengetahui selain saksi adalah teman 

sekolah saksi PUTRI NADIA SIHOMBING, NELI ANISA, 

WUFIQ AZIZAH dan EMA. 

m. Bahwa benar, Akun Facebook saksi miliki adalah email: Khairani 

putrirara@yahoo.co.id. 

mailto:putrirara@yahoo.co.id
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n. Bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa tidak merasa 

keberatan. 

2. Saksi kedua, Darussalam Bin Rajali. 

a. Bahwa benar sekira pada tanggal 8 Januari 2015 saksi 

ditelepon oleh Kepala Sekolah SMPN 5 Kota Jambi a.n 

JANHURI untuk menjelaskan  bahwa  putri  saksi  a.n  

KHAIRANI  PUTRI mempunyai  masalah  di  sekolah  

tersebut,   saksi  menanyakan kembali apa permasalahannya 

namun tidak dijawab dan saksi disuruh untuk datang kesekolah 

pada hari itu juga, kemudian saksi menyuruh istri saksi untuk 

datang ke sekolah SMPN 5 Kota Jambi dan  saksipun  menyusul,  

sesampainya  di  sekolah  saksi diberitahukan oleh Sdr JANHURI 

bahwa ada masalah terhadap putri saksi tentang adanya 

Foto/Gambar Bugil diHandphone salah satu siswi SMPN 5 Kota 

Jambi yang bernama EMA dan saksipun melihatnya kemudian 

saksi disuruh untuk membuat surat pernyataan agar Foto/gambar 

tersebut tidak tersebar lebih luas lagi dan juga  surat pernyataan 

terhadap prilaku anak saksi agar tidak mengulangi membuat 

Foto/gambar pornografi seperti itu lagi. 

b. Bahwa  benar  saksi  melihat  Foto/gambar  Pornografi  

anaknya sendiri yang bernama KHAIRANI PUTRI di Handphone 

Merk OPPO warna Silver millik saksi EMA salah satu siswi 
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SMPN 5 Kota Jambi pada saat saksi dipanggil oleh Kepala 

Sekolah a.n JANHURI. 

c. Bahwa benar saksi melihat 1 (satu) Foto/gambar Pornografi 

saksi KHAIRANI  PUTRI  yang  terlihat  Payudaranya  di  

handphone Merk  OPPO  warna  Silver  millik  saksi  EMA  salah  

satu  siswi SMPN 5 Kota Jambi pada foto yang nomor 3.  

d. Bahwa  benar  Handphone  yang  digunakan  putri  saksi  a.n 

KHAIRANI  PUTRI  Hnadphone Merk Samsung  yang  jenisnya 

saksi tidak mengetahui yang mana Handphone tersebut 

diberikan ibunya (SURATMI)  istri saksi sekitar bulan Agustus 

2014  dan saksi mengetahui bahwa anak saksi mempunyai 

Facebook akan tetapi saksi tidak mengetahui apa akun 

facebooknya. 

e. Bahwa benar saksi membenarkan bahwa hasil print  out  Foto/ 

gambar Pornografi bugil seorang perempuan yang ada di Akun 

Facebook PUTRA BUNGSU TUNGKAL itu adalah Foto/gambar 

Pornografi bugil anak kandung saksi yang bernama KHAIRANI 

PUTRI. 

f. Bahwa benar saksi mengetahui berdasarkan dari keterangan 

dari anaknya KHAIRANI PUTRI bahwa yang menyebarkan Foto/ 

gambar Pornografi bugil KHAIRANI PUTRI adalah seorang laki- 

laki dengan menggunakan Akun Facebook PUTRA BUNGSU 

TUNGKAL. 
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g. Bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa tidak merasa 

keberatan. 

3. Saksi ketiga, Rita Siringoringo. 

a. Bahwa    benar   saksi    mengenal   saksi    KHAIRANI    PUTRI 

dikarenakan siswi dari SMPN 5 Kota Jambi dimana tempat saksi 

mengajar  dan  saksi  tidak  mempunyai  hubungan  darah  

dengan saksi KHAIRANI PUTRI. 

b. Bahwa benar kronologis yang saksi ketahui tentang beredarnya 

Foto/gambar pornografi saksi KHAIRANI PUTRI bawa pada 

hari kamis tanggal 8 Januari 2015 saat saksi sedang mengajar di 

kelas VIII A dengan Mata pelajaran HAM (Hak Asasi Manusia) 

saksi menjelaskan tentang contoh-contoh yang melanggar HAM 

kepada siswi   saksi,   disaat   saksi   menjelaskan   contoh-contoh   

yang melanggar HAM kemudian siswa yang bernama NELY 

FITRIA HERMAN PUTRI dan NURUL FEBRI ANNISA maju 

kemeja saksi untuk menunjukkan Foto/gambar Pornografi saksi 

KHAIRANI PUTRI yang ada di inbox Facebook apakah foto/ 

gambar tersebut melanggar HAM atau tidak, setelah saksi 

melihat Foto/gambar tersebut saksi mengatakan kepada siswa 

tersebut bahwa itu sudah melanggar HAM karena tidak 

menghargai diri sendiri dan ini sangat tidak boleh diteruskan, 

kemudian saksi membawa    Handphone    tersebut    keruang    
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BK    (bimbingan konseling)  untuk  diperoses/diselesaikan  oleh  

pihak  BK (bimbingan konseling). 

c. Bahwa benar saksi mengetahui adanya Foto/gambar Pornografi 

saksi KHAIRANI PUTRI pada hari Kamis tanggal 8 Januari 

2015 saat saksi sedang mengajar di Kelas VIII A SMPN 5 Kota 

Jambi. 

d. Bahwa  benar saksi  tidak  mengetahui  dengan  media  apa  Foto/ 

gambar  Pornografi  saksi  KHAIRANI  PUTRI  disebarluaskan 

namun  saksi  mengetahui  Foto/gambar  pornografi  tersebut  

pada saat siswa saksi menunjukkan Foto/gambar tersebut kepada 

saksi pada proses pembelajaran di Kelas VIII A SMPN 5 Kota 

Jambi. 

e. Bahwa benar  ada lebih dari 2 (dua) Foto/gambar Pornografi 

saksi KHAIRANI PUTRI yang saksi lihat dari inbok Facebook 

yang ada di Handphone saksi NURUL FEBRI ANNISA siswi 

saksi. 

f. Bahwa benar dari 2 (dua) hasil print out atau capture 

Foto/gambar Pornografi saksi KHAIRANI PUTRI yang 

ditunjukkan oleh penyidik adalah1 (satu) memang benar yang 

saksi lihat dari inbok Facebook yang ada di Handphone saksi 

NURUL FEBRI ANNISA siswi saksi. 

g. Bahwa benar saksi tidak mengetahui dari mana asal Foto/gambar 

Pornografi saksi KHAIRANI PUTRI namun sepengetahuan saksi 
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setelah diberitahukan oleh saksi NURUL FEBRI ANNISA siswi 

saksi bahwa Foto/gambar pornografi tersebut dikirimkan melalui 

inbox atau pesan Facebook dari akun a.n PUTRA BUNGSU 

TUNGKAL. 

h. Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang 

menyebarluaskan Foto/gambar Pornografi saksi KHAIRANI 

PUTRI yang beredar dilingkungan sekolah namun sepengetahuan 

saksi dikarenakan Foto/gambar Pornografi tersebut dikirimkan 

melalui inbox atau pesan Facebook dari akun a.n PUTRA 

BUNGSU TUNGKAL kepada teman sisiwi saksi a.n KHAIRANI 

PUTRI dapat dikatakan pelaku yang menyebarluaskan Foto/ 

gambar Pornografi tersebut adalah seseorang yang menggunakan 

akun Facebook a.n PUTRA BUNGSU TUNGKAL itu sendiri. 

i. Bahwa benar   saksi   tidak   kenal   dengan   seseorang yang 

menggunakan akun Facebook yang bernama PUTRA BUNGSU 

TUNGKAL tersebut. 

j. Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan 

membenarkannya; 

4. Saksi keempat, Maudila  Putri  Maharani. 

a. Bahwa benar saksi kenal dengan saksi KHAIRANI PUTRI 

karena ia teman dekat saksi satu sekolah diSMPN 5 Kota Jambi, 

saksi   tidak   ada   hubungan   pertalian   darah   dengan   saksi 

KHAIRANI PUTRI. 
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b. Bahwa  benar,  saksi  mengetahui  adanya  photo/gambar  bugil 

KHAIRANI PUTRI pada tanggal 9 November 2014, saksi 

menerima inbox atau pesan dari akun facebookatas nama 

PUTRA BUNGSU TUNGKAL ke akun facebook saksi dengan 

nama akun Maudila Putri Maharani (089695679692 sandi : 

apodio) dan akun facebook PUTRA BUNGSU TUNGKAL 

tersebut mengirim 8 (delapan) buah photo yang yang saksi kenal 

adalah KHAIRANI PUTRI (rara)sedang bugil dari kepala sampe 

pinggang tampa baju ada 6 (enam) buah ,foto mengunakan Jilbab 

1 (satu)   buah   dan foto  mengunakan  baju  lengan pendek 

tampakmuka warna hita 1 (satu)  buah setelah saksi 

mendapatkan foto tersebut saksi tidak memberi tahu kepada 

teman-teman di SMPN 5 kota Jambi, dan sekira bulan Januari 

2015 di sekolah sudah mulai heboh tentang foto/gambar dan 

saksi lihat lagi di Akun Facebook saksi bahwa benar  itu  adalah  

foto/gambar  kakak  kelas  saksi  KHAIRANI PUTRI (RARA). 

c. Bahwa benar pada tanggal 9 november 2014 dari Akun Facebook 

PUTRA BUNGSU TUNGKAL, saksi mengetahui fhoto/gambar 

bugil  KHAIRANI  PUTRI  dari  media  Facebook,  dengan  

nama Akun  atas  nama  PUTRA  BUNGSU  TUNGKAL  

mengirim  ke Akun Facebook saksinama akun Maudila Putri 

Maharani (089695679692 sandi : apodio). 
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d. Bahwa benar Akun facebook saksi berteman dengan PUTRA 

BUNGSU TUNGKAL photo/gambar bugil KHAIRANI PUTRI 

saksi menerima inbox atau pesan dari akun facebookatas nama 

PUTRA BUNGSU TUNGKAL. 

e. Bahwa  benar  memang  benar  fhoto/gambar  bugil  KHAIRANI 

PUTRI dari akun atas nama PUTRA BUNGSU TUNGKAL 

mengirim ke Akun Facebook saksinama akun Maudila Putri 

Maharani (089695679692 sandi : apodio). 

f. Bahwa  benar  saksi  tidak  mengenal  dengan  PUTRA  

BUNGSU TUNGKAL. 

g. Bahwa benar Sepengetahuan saksi di sekolah saksi SMPN 5 

siswa sudah Heboh tentang foto bugil KHAIRANI PUTRI dan 

yang  menerima  foto/gambar  bugil  tersebut  ada  teman  saksi 

NURUL kelas VIII A SMPN 5 kota Jambi. 

h. Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan 

membenarkannya. 

5. Saksi kelima, Nurul Febri Annisa. 

a. Bahwa benar saksi mengenal saksi KHAIRANI PUTRI 

DARUSSALAM karena ianya adalah kakak kelas saksi di SMPN 

5 Kota Jambi dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan 

saksi KHAIRANI PUTRI DARUSSALAM. 

b. Bahwa  benar  awalnya  saksi  mengetahui  adanya  

photo/gambar bugil KHAIRANI PUTRI adalah pada tanggal 14 
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November 2014 sekira pukul 20.46 Wib disaat saksi sedang 

santai dirumah dan sedang BBMan dengan teman, kemudian 

setelah itu ada pemberitahuan bahwa ada pesan masuk/inbox di 

facebook saksi dengan   akun   nurul_febriii@yahoo.co.id   dari   

akun   facebook PUTRA   BUNGSU   TUNGKAL   yang   saksi   

tidak   ketahui orangnya.  selanjutnya saksi membuka inbox atau 

pesan dari akun facebook PUTRA BUNGSU TUNGKAL 

tersebut yang didalam pesan/inbox tersebut bertuliskan “Hay 

anak SMP 5 ya...? Knal gak ma  khairani  tu  ftonya”,  terdapat  

juga  8  ( delapan)  buah  foto di dalamnya namun  pada  saat  

saksi  membukanya  foto  tersebut belum terbuka. Setelah itu 

saksi tinggal handphone saksi tersebut untuk makan, kemudian 

setelah saksi makan, kemudian saksi cek kembali  inbox/pesan  

facebook  tersebut  barulah  terbuka  bahwa foto-foto tersebut 

ialah foto-foto bugil saksi KHAIRANI PUTRI. 

c. Bahwa   benar   saksi   mengetahui   adanya   photo-photo   saksi 

KHAIRANI PUTRI DARUSSALAM yang mengandung muatan 

pornografi tersebut pertama kali pada saat saksi sedang dirumah, 

yaitu pada hari Jumat tanggal 14 November 2014  sekira pukul 

20.46 Wib. 

d. Bahwa benar saksi tidak mengetahuidengan menggunakan media 

apa photo-photo saksi KHAIRANI PUTRI DARUSSALAM 

disebarluaskan oleh seseorang yang menggunakan akun facebook 

mailto:nurul_febriii@yahoo.co.id
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PUTRA BUNGSU TUNGKAL tersebut, namunyang saksi 

ketahui bahwa  photo-photo saksi  KHAIRANI  PUTRI  

DARUSSALAM tersebut   dikirimkan   melalui   pesan/inbox   

facebook   ke   akun facebook saksi atas nama “NURUL FEBRI”. 

e. Bahwa benar pada saat melihat inbox/pesan facebook yang ada di 

akun facebook saksi ada 8 (delapan) buah photo saksi 

KHAIRANI PUTRI DARUSSALAM, 6 (enam) buah photo 

dengan tampilanbugil, 1 (satu) buah dengan menggunakan 

tengtop, dan 1 (satu) buah dengan tampilan menggunakan jilbab. 

f. Bahwa  benar  saksi  tidak  mengetahui  kenapa  sebabnya  saksi 

dikirimkan photo-photo saksi  KHAIRANI PUTRI tersebut oleh 

akun facebook PUTRA BUNGSU TUNGKAL, namun setelah 

dijelaskan  oleh  Penyidik  bahwa  sebabnya  photo-photo 

KHAIRANI PUTRI tersebut dikirimkan kepada saksi oleh akun 

facebook PUTRA BUNGSU TUNGKAL ialah karena saksi 

berteman dengan dengan saksi KHAIRANI PUTRI di jejaring 

sosial facebook, dan tujuan akun facebook PUTRA BUNGSU 

TUNGKAL tersebut memang sengaja mengirimkan foto-foto 

KHAIRANI PUTRI tersebut ke teman-teman sekolahnya yang 

berteman di jejaring sosial facebook. 

g. Bahwa benar saksi tidak berteman dengan akun facebook 

PUTRA BUNGSU TUNGKAL di jejaring sosial facebook saksi. 
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h. Bahwa benar akun facebook saksi atas nama “ NURUL FEBRI” 

masih aktif saksi gunakan sampai saat ini. 

i. Bahwa benar saksi tidak ada menyimpan lagi inbox/pesan yang 

berisikan  foto-foto  saksi  KHAIRANI  PUTRI  yang  

dikirimkan oleh akun facebook PUTRA BUNGSU TUNGKAL 

tersebut dikarenakan saksi takut foto-foto tersebut menyebar, 

dan setelah itu saksi langsung memblokir akun facebook PUTRA 

BUNGSU TUNGKAL tersebut sehingga akun itu tidak bisa 

mengirimkan atau menghubungi saksi kembali. 

j. Bahwa benar  hasil printscreen inbox/pesan facebook atas nama 

PUTRA BUNGSU TUNGKAL kepada akun facebook milik saksi 

“NURUL FEBRI” yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada saksi 

adalah memang benar dikirimkan oleh akun facebook tersebut 

pada tanggal 14 November 2014, pukul 20.46 Wib. 

k. Bahwa   benar   saksi   tidak   kenal   dengan   seseorang   yang 

menggunakan akun facebook a.n. PUTRA BUNGSU TUNGKAL 

tersebut. 

l. Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan 

membenarkannya. 

Dalam persidangan pun terdakwa Muhammad Firdaus diberikan 

kesempatan untuk dapat mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti yang 

dapat meringankan, namun Muhammad Firdaus tidak mengajukan hal 
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tersebut. Dengan ini, maka Muhammad Firdaus dimintai keterangan di 

muka persidangan yang pokok masalahnya sebagai berikut: 

1. Bahwa terdakwa kenal dengan saksi KHAIRANI PUTRI sejak 5 

(lima) bulan yang lalu lewat Facebook yang terdakwa miliki dan 

terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi KHAIRANI 

PUTRI lewat Facebook dengan chattingan, dan terdakwa tidak 

mempunyai hubungan keluarga dengan saksi KHAIRANI PUTRI. 

2. Bahwa terdakwa  mengenal  saksi  KHAIRANI  PUTRI  sehingga 

menjadi pacar terdakwa dari Facebook kemudian terdakwa berteman 

terus chatingan sehingga terdakwa mendapatkan nomer Hp dari saksi 

KHAIRANI PUTRI dan terdakwa juga melakukan SMS  sampai  

pada  hari  Senin  tanggal 23  Februari  2015 sekira pukul  21.30  Wib  

terdakwa  janjian  kepada  saksi  KHAIRANI PUTRI di Jl. KH 

Ahmad Dahlan Rt 9 Kel. Beringin Kec. Pasar Jambi  Kota  Jambi  

tepatnya  disebelah  SMP  Muhammadiyah tempat saksi KHAIRANI 

PUTRI mengaji dan setelah itu terdakwa ditangkap oleh pihak yang 

berwajib. 

3. Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 

sekira pukul 21.30 Wib di Jl. KH Ahmad Dahlan Rt 9 Kel. Beringin 

Kec. Pasar Jambi Kota Jambi tepatnya disebelah SMP 

Muhammadiyah,  terdakwa  ditangkap  saat  terdakwa  menemui 

saksi KHAIRANI PUTRI untuk ketemuan. 
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4. Bahwa terdakwa mengetahui akun PUTRI.NADIA2112@@yahoo.com  

sehingga  terdakwa  dapat  menyebarkan foto/ gambar pornografi 

saksi KHAIRANI PUTRI pada facebook tersebut dengan cara 

melihat dari pertemanan KHAIRANI PUTRI kemudian terdakwa 

membuka/mengkelik profil teman KHAIRANI PUTRI setelah 

terdakwa yakin itu teman dari KHAIRANI PUTRI lalu terdakwa 

mengirimkan foto/gambar Pornografi saksi KHARAINI PUTRI 

melalui inbox, dan saat membuka/mengkelik profil tersebut akun    

PUTRI.NADIA2112@yahoo.Com langsung kelihatan. 

5. Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi PUTRI NADIA teman dari 

saksi KHAIRANI PUTRI terdakwa hanya melihat dari profil 

facebook saksi KHAIRANI PUTRI bahwa saksi PUTRI NADIA 

adalah teman dari saksi KHAIRANI PUTRI, dan terdakwa tidak 

pernah bertemu dengan saksi PUTRI NADIA. 

6. Bahwa sarana komunikasi melalui internet yang terdakwa miliki 

sehingga   terdakwa   dapat   berhubungan/berkomunikasi   dengan 

orang lain antara lain : 

a. Facebook dengan akun “Putra Bungsu Tungkal”. 

b. Facebook dengan akun “ Daus Putra Bugies” Log in ke 

Facebook menggunakan Nomer Handphone 082182770622 

dengan kata sandi Zzz111. 

c. Log in ke Facebook menggunakan Nomer Handphone 

081930704028 dengan kata sandi MAHENDRA 

mailto:2112@yahoo.com
mailto:2112@yahoo.Com
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d. Handphone dengan Nomer 085273025897. 

7. Bahwa terdakwa mendapatkan foto/gambar Pornografi saksi 

KHAIRANI PUTRI atas permintaan terdakwa yang dikirimkan oleh 

saksi KHAIRANI PUTRI melalui inbox Facebook antara terdakwa 

dan saksi KHAIRANI PUTRI kemudian cara terdakwa menyebarkan   

foto/gambar   pornografi   tersebut   mengirimkan melalui  inbox  

facebook  teman  saksi  KHAIRANI  PUTRI  yaitu saksi PUTRI 

NADIA dan beberapa teman lainnya yang terdakwa tidak ingat lagi 

namanya. 

8. Bahwa terdakwa meyebarkan foto/gambar pornografi saksi 

KHAIRANI PUTRI keteman-temannya dikarenakan hubungan 

terdakwa dengan saksi KHAIRANI PUTRI sudah mulai renggang 

dalam artian saksi KHAIRANI PUTRI tidak lagi mau menuruti 

perintah terdakwa dan juga sudah cuek jarang untuk chattingan 

sehingga awalnya terdakwa menakut-nakuti untuk melakukan 

penyebaran foto tersebut namun saksi KHAIRANI PUTRI tetap saja   

tidak   menghiraukannya   dan   pada   akhirnya   terdakwa melakukan 

penyebaran foto tersebut kepada teman-teman saksi KHAIRANI 

PUTRI dengan maksud supaya saksi KHAIRANI PUTRI dapat 

menuruti keinginan terdakwa dan tujuan terdakwa hanya untuk main-

main saja bukan untuk serius dan bukan untuk menjadikan saksi 

KHAIRANI PUTRI menjadi istri maupun pendamping hidup 

terdakwa. 
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9. Bahwa  terdakwa  masih  bertemanan  dengan  saksi  KHAIRANI 

PUTRI lewat Facebook sampai saat ini dan terakhir terdakwa 

berkomunikasi   melalui   chattingan   dengan   saksi   KHAIRANI 

PUTRI sekira di bulan Februari 2015 dan terdakwa ada juga SMS 

terakhir pada hari senin tanggal 23 februari 2015 dengan Hp milik 

terdakwa di Nomor 085273025897. 

10. Bahwa hasil print out Chattingan melalui Facebook yang terdakwa 

miliki  antara  terdakwa  dengan  saksi  KHAIRANI  PUTRI  pada 

bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Nopember 2014  dan 

benar hasil Chattingan tersebut yang terdakwa lakukan untuk 

berkomunikasi dengan saksi KHAIRANI PUTRI dan memuat 

tampilan foto/gambar Pornografi saksi KHAIRANI PUTRI yang 

dikirimkannya kepada terdakwa sebagaimana yang ada pada hasil 

prin out tersebut. 

11. Bahwa  hasil  print  out  Chattingan  melalui  Facebook  yang  sdr 

miliki antara sdr dengan saksi PUTRI NADIA pada tanggal 3 

Nopember  2014  dan  tanggal  8  Nopember  2014,  apakah  benar 

hasil Chattingan tersebut yang sdr lakukan dan yang sdr kirimkan 

(sebarkan) foto/gambar Pornografi saksi KHAIRANI PUTRI kepada 

saksi PUTRI NADIA sebagaimana yang ada pada hasil print out 

tersebut. 

12. Bahwa  terdakwa  membenarkan  bahwa  foto/gambar  Pornografi 

saksi KHAIRANI PUTRI yang terdapat pada Facebook terdakwa 
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PUTRA BUNGSU TUNGKAL yang dikirimkan oleh saksi 

KHAIRANI PUTRI atas permintaan terdakwa sendiri kepada 

terdakwa melalui akun Facebook yang terdakwa miliki. 

13. Bahwa terdakwa pada saat sdr bertemanan lewat Facebook dengan 

saksi KHAIRANI PUTRI kemudian terdakwa mendapatkan foto/ 

gambar Pornografi saksi KHAIRANI PUTRI dan menyebarkan 

sampai terdakwa ditangkap oleh anggota Polri Polda Jambi Sekira di 

bulan oktober 2014 terdakwa berkenalan dengan saksi KHAIRANI 

PUTRI lewat Facebook berlanjut Chattingan sehingga terdakwa 

menjalin hubungan pacaran dengan saksi KHAIRANI PUTRI lewat 

Facebook, untuk membuktikan keseriusan dalam hubungan 

berpacaran terdakwa meminta foto/ gambarnya dalam bentuk seksi 

sampai kepada pornografi dan itu dilakukan  oleh  saksi  KHAIRANI  

PUTRI  sampai  mengirimkan kepada terdakwa melalui inbox 

facebook yang terdakwa miliki, hubungan tersebut terdakwa jalani 

bersama saksi KHAIRANI PUTRI dengan baik namun berakhir saat 

terdakwa banyak permintaan yang salah satunya meminta 

foto/gambar pornografi saksi KHAIRANI PUTRI yang terbaru dan 

hal itu tidak dilakukannya yang menyebabkan chattinganpun tidak 

lancar. 

14. Bahwa  dengan  kejadian  itu  terdakwa  kesal  awalnya  terdakwa 

menakut-nakuti untuk menyebarkan foto/gambar pornografinya 

tersebut keteman-temannya namun hal itu juga tidak dihiraukan saksi 
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KHAIRANI PUTRI sehingga terdakwa benar-benar menyebarkan 

foto/gambar pornografinya tersebut kepada teman- temanya, dan 

terdakwa berusaha untuk memperbaiki hubungan terdakwa dengan 

saksi KHAIRANI PUTRI dengan melakukan SMS dengan 

Handphone terdakwa 085273025897  ke Handphone saksi   

KHAIRANI   PUTRI   di   nomer   082181217749   dengan maksud 

untuk ketemuan di Jl. KH Ahmad Dahlan Rt 9 Kel. Beringin Kec. 

Pasar Jambi Kota Jambi tepatnya disebelah SMP Muhammadiyah 

namun setelah terdakwa sampai dan bertemu dengan saksi 

KHAIRANI PUTRI terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Polri 

Polda Jambi. 

Berdasarkan dakwaan Alternatif Muhammad Firdaus diterapkan pasal 

29 Jo pasal 4 ayat (1) huruf d dan f UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang 

Pornografi, Atau Kedua: pasal 45 ayat (1) Jo pasal 27 ayat (1) UU RI No. 

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka dengan 

dakwaan seperti itu, Majelis Hakim dapat memilih dan mempertimbang 

pasal dakwaan yang fakta persidangannya bersesuaian,  yang  dalam  hal  

ini  Majelis  Hakim  akan  memilih  dan mempertimbangkan dakwaan 

dakwaan Pertama: pasal 29 Jo pasal 4 ayat (1) huruf d dan f UU RI No. 44 

Tahun 2008 tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai 

berikut : 
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1. Unsur Barang siapa 

Barangsiapa  adalah setiap subjek hukum baik orang (natuurlijke 

persoon) dan atau badan hukum ( rechtpersoon) yang melakukan 

tindakan yang bersifat melawan hukum. Pada  diri  pelaku  terdapat  

kesalahan  sebagai  pertanggungjawaban  pidana yang mempunyai 

unsur-unsur : mampu bertanggung jawab, sengaja atau alpa, tidak ada 

alasan pemaaf atau pembenar. 

Bahwa di persidangan telah diteliti dan dicocokkan antara 

identitas orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai 

Terdakwa dalam perkara ini dengan identitas Terdakwa dalam 

dakwaan Penuntut Umum, ternyata sesuai dan tiada lain Terdakwa 

MUHAMMAD FIRDAUS BIN H. KASIM inilah sebagai pelaku dari 

perbuatan yang di dakwakan oleh Penuntut Umum. Karenanya 

Majelis Hakim berpendapat unsur  “Barang siapa” telah terbukti 

menurut hukum. 

2. Unsur menyebarluaskan, menyiarkan, pornografi sebagaimana 

dimaksud pasal  4  ayat  (1). 

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari hasil  

keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ditemukan fakta 

hukum bahwa terdakwa MUHAMMAD FIRDAUS Bin H. KASIM, 

pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, sekitar 

Bulan Nopember 2014 sampai dengan bulan Januari 2015, telah 

melakukan tindak pidana yang menyebarluaskan, menyiarkan 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

72 

 

 

pornografi sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1), dengan cara sekira 

bulan Oktober 2014 terdakwa MUHAMMAD FIRDAUS Bin H. 

KASIM berkenalan dengan saksi KHAIRANI PUTRI lewat Facebook 

berlanjut Chattingan sehingga terdakwa menjalin hubungan pacaran 

dengan saksi KHAIRANI PUTRI lewat Facebook, untuk 

membuktikan keseriusan dalam hubungan berpacaran terdakwa 

meminta foto/gambarnya dalam bentuk seksi atas permintaan 

terdakwa lalu saksi KHAIRANI PUTRI  mengirim foto diri saksi 

KHAIRANI PUTRI yang memuat isi gambar yang menampilkan  

telanjang sehingga aurat kewanitaan  dapat dilihat seperti buah dada 

kepada terdakwa melalui inbox facebook yang terdakwa miliki, 

hubungan tersebut  terdakwa jalani bersama saksi KHAIRANI 

PUTRI dengan baik namun berakhir saat terdakwa banyak 

permintaan yang salah satunya meminta foto/gambar  saksi 

KHAIRANI PUTRI yang terbaru dan hal itu tidak dilakukannya yang 

menyebabkan chattinganpun tidak lancar, dengan kejadian itu 

terdakwa kesal lalu terdakwa menakut-nakuti untuk menyebarkan 

foto/gambar saksi KHAIRANI PUTRI   yang tanpa busana atau 

telanjang bulat tersebut keteman-temannya namun hal itu juga tidak 

dihiraukan saksi KHAIRANI PUTRI sehingga terdakwa benar-benar 

menyebarkan foto/gambar pornografinya tersebut kepada teman-

temanya, dan terdakwa berusaha untuk memperbaiki hubungan 

terdakwa dengan saksi KHAIRANI PUTRI dengan melakukan SMS 
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melalui Handphone terdakwa Nomor 85273025897 ke Handphone 

saksi KHAIRANI PUTRI di nomor 082181217749  dengan  maksud  

untuk  ketemuan  di  Jl.  KH Ahmad Dahlan RT. 9 Kel. Beringin Kec. 

Pasar Kota Jambi tepatnya disebelah SMP Muhammadiyah, namun 

setelah terdakwa sampai dan bertemu dengan saksi KHAIRANI 

PUTRI terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Polisi dari Polda 

Jambi. 

 

D. Pertimbangan Hukum yang Dipakai oleh Majelis Hakim Pengadilan 

Negeri Jambi 

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Majelis Hakim sebelum  

menjatukan putusan kepada para terdakwa dalam setiap kasus adalah 

dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang 

meringankan. 

Begitu juga dalam kasus tindak pidana penyebaran pornografi anak di 

bawah umur yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jambi, Majelis 

Hakim anggota terlebih dahulu mengadakan musyawarah, 

mempertimbangkan tuntutan dari Jaksa penuntut Umum.54 

Hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah: 

1. Perbuatan terdakwa telah melanggar norma-norma sosial yang hidup 

dalam masyarakat. 

2. Tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan korban. 

                                                           
54 Ibid., 29. 
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Hal-hal yang meringankan terdakwa adalah: 

1. Terdakwa Bersikap sopan dalam persidangan; 

2. Terdakwa belum pernah dihukum; 

3. Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat memperbaiki 

diri. 

 

E. Amar Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor. 

275/Pid.Sus/2015/PN.Jmb. 

MENGADILI:55 

 

1. Menyatakan  Terdakwa  MUHAMMAD   FIRDAUS   Bin   KASIM   

tersebut diatas,  terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana  “yang menyebarluaskan, menyiarkan,      

pornografi sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1)”. 

2. Menjatuhkan  pidana  kepada  terdakwa  oleh  karena  itu  dengan  

pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan  

Denda sebanyak Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). 

Apabila  denda tidak dibayar, maka akan diganti hukuman kurungan 

selama  1 (satu) bulan ; 

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 

4. Menetapkan agar Terdakwa  tetap berada dalam tahanan ; 

                                                           
55 Ibid., 29. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

75 

 

 

5. Menetapkan barang bukti berupa : 

a. 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy young warna hitam 

type GT-S6310T; 

b. 1 (satu) buah kartu sim card telkomsel; 

c. 1 (satu) buah memory micro sd 256 MB; 

d. 1 (satu) lembar hasil print out pesan (inbox) di Facebook antara 

MUHAMMAD FIRDAUS Bin H. KASIM ( akun facebook atas 

nama : PUTRA BUNGSU TUNGKAL) dengan Sdri. NURUL 

FEBRI (akun facebook atas nama : NURUL FEBRI); 

e. 1 (satu) lembar hasil print out pesan (inbox) di Facebook antara 

MUHAMMAD FIRDAUS Bin H. KASIM ( akun facebook atas 

nama : PUTRA BUNGSU TUNGKAL) dengan Sdri. MAUDILA 

PUTRI MAHARANI (akun facebook atas nama : MAUDILA 

PUTRI MAHARANI); 

f. 4 (empat) lembar hasil print out pembicaraan (chatting) di 

Facebook antara MUHAMMAD FIRDAUS Bin H. KASIM 

(akun facebook atas nama : PUTRA BUNGSU TUNGKAL) 

dengan Sdri. PUTRI NADIA SIHOMBING (akun facebook atas 

nama : PUTRI NADIA); 

g. 40 (empat puluh) lembar hasil print out pembicaraan (chatting) 

di Facebook antara MUHAMMAD FIRDAUS Bin H. KASIM 

(akun facebook atas nama : PUTRA BUNGSU TUNGKAL) 

dengan Sdri. KHAIRANI PUTRI DARUSALAM Binti 
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DARUSSALAM (akun facebook atas nama : KHAIRANI 

PUTRI); 

h. 2 (dua) lembar hasil print out pesan (inbox) di Facebook antara 

MUHAMMAD FIRDAUS Bin H. KASIM ( akun facebook 

atas nama : PUTRA BUNGSU TUNGKAL) dengan MAUDILA 

PUTRI MAHARANI Binti WINDU FERRY BUDIMAN (akun 

facebook atas   nama : MAUDILA PUTRI MAHARANI); 

i. 6 (enam) lembar hasil print out pembicaraan (chating) di 

facebook antara MUHAMMAD FIRDAUS Bin H. KASIM ( 

akun facebook atas nama : PUTRA BUNGSU TUNGKAL) 

dengan PUTRI NADIA SIHOMBING (akun facebook atas nama : 

PUTRI NADIA); 

j. 1 (satu) bundle foto copy Fatwa Majelis Ulama Indonesia 

Propinsi Jambi Nomor : B.034/DP.P/MUI-JBI/III/2015 tanggal 19 

Jumadil Awwal H (10 Maret 2015 M) tentang Penyampaian Foto 

Copy Fatwa MUI Pusat No. 28 Tahun 2001 tentang Pornografi 

dan Pornoaksi yang dilegalisir. 

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara 

sebesar Rp. 2000,- (Dua Ribu Rupiah).
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BAB IV 

ANALISA HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP 

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM TINDAK PIDANA 

PENYEBARAN PRNOGRAFI ANAK DIBAWAH UMUR 

 

A. Analisa Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan 

Pengadilan Negeri Jambi No. 275/Pid.Sus/ 2015/PN.Jmb Tentang 

Penyebaran Pornografi Anak di Bawah Umur 

Dalam Direktori Putusan No.275/Pid.Sus/2015 tentang penyebaran 

pornografi anak di bawah umur yang dilakukan oleh Muhammad Firdaus 

terhadap Khairani Putri yang masih duduk dibangku sekolah menengah 

pertama (SMP) Terdakwa bekerja sebagai petani. 

Ada 5 saksi yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi 

No.275/Pid.Sus/2015/PN.Jmb yaitu Khairani Putri Darussalam (selaku 

korban), Darussalam Bin Rajali, Rita Siringoringo, Maudila  Putri  

Maharani, Nurul Febri Annisa yang keterangannya di bawah sumpah 

dibacakan di depan persidangan, dimasukkan sebagai fakta dalam 

persidangan oleh Hakim. 

Majelis Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara pidana harus 

menggunakan landasan hukum yang sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jambi dalam menyelesaikan 

kasus pidana No. 275/Pid.Sus/2015/PN.Jmb tentang penyebaran 
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pornografi anak di bawah umur, menjadikan pasal 29 Jo pasal 4 ayat (1) 

huruf d dan f UU RI Nomor 44 Tahun 2008 yang berbunyi “Setiap orang 

dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, 

menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, 

memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang 

secara eksplisit memuat: 

a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; 

b. kekerasan seksual; 

c. masturbasi atau onani; 

d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; 

e. alat kelamin; atau 

f. pornografi anak. 

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, 

menggandakan, menyebar- luaskan, menyiarkan, mengimpor, 

mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau 

menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 

dipidana  dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling 

lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 

Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 

Rp.6.000.000.000,00 (enam  miliar rupiah). 

Sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa, majelis Hakim 

Pengadilan Negeri Jambi mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum 

yang dikemukakan dalam putusan. Hal  tersebut meliputi hal-hal yang 
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memberatkan dan meringankan terdakwa. Adapun hal-hal yang 

memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa telah melanggar 

norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan hal-hal 

yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, 

terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa masih berusia muda 

sehingga masih dapat memperbaiki diri. 

Dalam penjatuhan pidana Hakim bebas dalam mencari hukuman yang 

dijatuhkan terhadap terdakwa secara tepat. Kebebasan tersebut bukan 

merupakan kebebasan mutlak secara tidak terbatas, karena Hakim harus 

memperhitungkan sifat dan seriusnya delik yang dilakukan, keadaan yang 

meliputi perbuatan-perbuatan yang dihadapkan kepadanya. Ia harus 

melihat kepribadian dari pelaku umurnya, tingkat pendidikan, apakah pria 

atau wanita, lingkungannya  dan lain-lainnya. 

Dalam kasus tindak pidana penyebaran pornografi anak di bawah 

umur ini telah memenuhi unsur-unsur sehingga perbuatan tersebut dapat 

dikatakan suatu tindak pidana, unsur tersebut yaitu:  

1. Unsur barang siapa 

Barangsiapa  adalah setiap subjek hukum baik orang (natuurlijke 

persoon) dan atau badan hukum (rechtpersoon) yang melakukan 

tindakan yang bersifat melawan hukum. Pada  diri  pelaku  terdapat  

kesalahan  sebagai  pertanggungjawaban  pidana yang mempunyai 

unsur-unsur : mampu bertanggung jawab, sengaja atau alpa, tidak ada 

alasan pemaaf atau pembenar. 
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2. Unsur menyebarluaskan, menyiarkan pornografi 

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, 

menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, 

mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau 

menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: 

a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; 

b. Kekerasan seksual; 

c. Masturbasi atau onani; 

d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; 

e. Alat kelamin; atau 

f. Pornografi anak. 

Merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Jambi bahwa Hakim 

yang mengadili perkara ini yang pada pokoknya menjatuhkan pidana 

penjara 1 tahun 6 bulan, yang mana dalam hal ini penulis kurang 

setuju dengan vonis hukuman yang dijatuhkan Hakim kepada 

terdakwa karena hukuman tersebut masih terhitung ringan. 

Mengingat perbuatan terdakwa terhadap korban merupakan sebuah 

ancaman bagi ketenangan jiwa dan masa depan korban yang masih 

duduk di bangku sekolah menengah pertama (SMP) dan tergolong 

anak dibawah umur. Dalam kronologi kasus penyebaran pornografi 

anak dibawah umur ini, terdakwa juga melakukan sebuah ancaman 

pembunuhan kepada korban, apabila korban tidak memenuhi 
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permintaannya dengan mengirimkan foto-foto telanjang terbaru 

dengan gaya-gaya tertentu yang terdakwa inginkan, dan terdakwa 

menyebarkan foto telanjang korban kepada teman sekolahnya juga, 

dan merupakan anak dibawah umur. Dari beberapa hal tersebut, dan 

juga dampak negatif yang begitu besar bagi korban, seharusnya 

Hakim menjadikannya salah satu pertimbangan hukum, sebagai hal 

yang memberatkan dalam menjatuhkan vonis hukuman kepada 

terdakwa, melihat vonis yang ditetapkan Hakim terdakwa tergolong 

sangat ringan dan senderung tidak menimbulkan efek jera. Dalam UU 

No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 

terdapat pasal 29 yang berbunyi:56 

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan 

Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi 

ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara 

pribadi.” 

 

Dari ketentuan pasal 29 tersebut, terdapat ketentuan hukuman 

pidananya di dalam pasal 45 ayat 3 UU No. 11 tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:57 

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua 

belas) tahun dan/atau denda paling banyakRp2.000.000.000,00 (dua 

miliar rupiah).” 

 

Dengan ketentuan dalam UU ITE tersebut, maka seharusnya 

Hakim lebih mempertimbangkan lagi tentang vonis terhadap 

terdakwa, karena dalam kronologi tindak pidana penyebaran 

                                                           
56 UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
57 Ibid. 
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pornografi ini, terdakwa melakukan beberapa ancaman terhadap 

korban melalui facebook, yang hal tersebut adalah unsur larangan 

yang ditentukan dalam pasal 29 UU No. 11 tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Dalam UU RI No. 4 Tahun 2008 terdapat pasal 11 yang 

berbunyi:58 

“Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau 

sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, 

Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10. Dari pasal tersebut terdapat ketentuan 

pidana yang tercantum pada pasal 37 yang berbunyi setiap orang 

yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek 

sebagaimana dimaksud   dalam  Pasal   11   dipidana   dengan  

pidana   yang   sama   dengan   pidana sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 

36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.” 

 

Menurut pendapat penulis, dengan adanya ketentuan di dalam 

pasal 37 tersebut, seharusnya terdakwa mendapat vonis pidana 

tambahan sepertiga dari maksimum ancaman pidana yang terdapat di 

dalam pasal 29 yang berbunyi Setiap orang yang memproduksi, 

membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, 

menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, 

memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana  dengan 

pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua 

belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 

Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling 

                                                           
58 UU RI No. 4 Tahun 2008 tentang pornografi. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

83 
 

 

banyak Rp6.000.000.000,00 (enam  miliar rupiah). Dengan ancaman 

maksimum 12 tahun dari ketentuan pasal 29 tersebut, seharusnya 

terdakwa mendapat tambahan hukuman 4 tahun penjara yang 

merupakan sepertiga dari maksimum ancaman pidana di dalam 

keentuan pasal 29. 

 

B. Analisis tentang Dampak yang Ditimbulkan dari Penyebaran Konten 

Pornografi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 275/Pid.Sus/ 

2015/PN.Jmb. 

Pornografi merupakan masalah yang sangat besar, karena memiliki 

dampak negatif yang luar biasa bagi siapa saja yang menontonnya. Saat 

ini masalah pornografi semakin memprihatinkan dan dampak negatifnya 

semakin besar, diantaranya, terjadi pezinaan, perkoksaan, dan bahkan 

pembunuhan maupun aborsi. Orang-orang yang menjadi korban tindak 

pidana pornografi tidak hanya perempuan dewasa, tetapi banyak korban 

yang masih anak-anak, baik anak laki-laki maupun perempuan. Para 

pelakunya tidak hanya orang-orang yang tidak dikenal, atau orang yang 

tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan korban, di antaranya 

pelaku yang masih mempunyai hubungan darah, atau hubungan keluaga.59 

Dampak dari pornografi tidak hanya terjadi pada orang dewasa saja, 

melainkan dapat terjadi pada anak-anak, dampak tersebut diantaranya 

adalah:  

                                                           
59 Neng Djubaedah, Pornografi dan Pornoaksi (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009), 1-

2. 
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1. Kecanduan, 

2. Mendorong untuk melakukan akivitas seksual, 

3. Mendorong untuk melakukan tindak kejahatan yang lain, 

4. Menurunkan daya ingat, 

5. Sulit untuk berkonsentrasi, 

Dari beberapa dampak tesebut, tentunya ada dampak lain yang 

ditimbulkan dari tinda pidana penyebaran pornografi anak di bawah umur 

ini, yaitu dampak sosiologis baik bagi korban maupun terdakwa. 

1. Dampak sosiologis terhadap korban. 

Dalam putusan pengadilan negeri Jambi Nomor. 

275/Pid.Sus/2015/PN.Jmb tentang penyebaran pornografi anak di 

bawah umur, terdakwa di vonis penjara selama 1 tahun 6 bulan, yang 

mana vonis hukuman tersebut masih tergolong sangat rendah, karena 

dampak sosiologis terhadap korban sangat besar, dan juga tidak 

adanya perdamaian antara korban dan terdakwa. Dengan vonis 

hukuman 1 tahun 6 bulan tersebut, cenderung membuat korban masih 

marah terhadap terdakwa, dan hal ini memicu timbulnya masalah 

baru antara korban dan terdakwa setelah terdakwa menjalani 

hukuman 1 tahun 6 bulan tersebut, karena adanya rasa dendam 

korban terhadap terdakwa.  

Dampak sosiologis terhadap korban tidak hanya antara korban 

dengan terdakwa, melainkan korban dengan sekitar lingkungan 
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huidupnya, seperti halnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal 

korban, dan teman-teman korban. Tentunya korban akan dinilai 

negatif, dan dinilai sebagai anak nakal oleh masyarakat dengan 

adanya kejadian ini, dan dianggap kurangnya perhatian dan 

pengawasan orang tua korban dan juga keluarga korban. Dengan 

demikian, tentunya hal tersebut akan sangat mempengaruhi masa 

depan korban. 

2. Dampak sosiologis terhadap terdakwa. 

Dampak sosiologis dari tindak pidana penyebaran pornografi 

anak di bawah umur ini tidak hanya bagi korban, melainkan juga 

berdampak bagi terdakwa. Tentunya tidak hanya berdampak antara 

terdakwa dengan korban, melainkan juga antara keluarga korban 

dengan keluarga terdakwa, karena begitu besarnya dampak negatif 

yang harus diterima, terlebih keluarga korban yang pastinya akan 

menanggunug malu atas terjadinya kejadian tersebut. Dengan vonis 1 

tahun 6 bulan ini, cenderung tidak memberikan efek jera terhadap 

terdakwa, melihat begitu besar berbagai dampak negatif yang 

menimpa korban. Terdakwa akan dikenal sebagai seseorang yang 

tidak baik lagi di lingkungan hidunya maupun juga di lingkungan 

rekan-rekannya. 

Terdakwa akan cenderung untuk dihindari oleh orang-orang, 

karena tindak pidana yang dilakukannya akan menimbulkan rasa 

takut bagi orang lain untuk mengenal terdakwa, dan pastinnya 
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terdakwa  juga akan banyak kehilangan kepercayaan baik dari 

masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya, maupun juga dari 

rekan-rekannya.  

 

C. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Penyebaran Pornografi Anak di 

Bawah Umur 

Hukum Pidana Islam sering disebut dalam fikih dengan istilah 

jinayah atau jarimah. Di kalangan fuqaha, perkataan jinayah berarti 

perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syarak. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa hukum pidana Islam merupakan segala ketentuan 

hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan 

oleh orang-orang mukallaf  (orang yang dapat dibebani kewajiban), 

sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari 

alquran dan hadis. Tindakan kriminal yang dimaksud adalah tindakan-

tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan 

melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari alquran dan 

hadis.60 

Hukum Islam mempunyai tujuan utama yaitu merealisasikan dan 

melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu 

maupun masyarakat. Dengan kata lain, tujuan Hukum Islam adalah 

kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan 

sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan dunia ini saja tetapi 

                                                           
60 Zainudn Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 1. 
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juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Abu Ishaq al Shatibi 

merumuskan lima tujuan hukum islam, yakni memelihara agama, jiwa, 

akal, keturunan, harta.61 

Dari tujuan Hukum Islam tersebut, jelas bahwa pornografi merupakan 

sebuah pelanggaran besar terhadap tujuan Hukum Islam tersebut, karena di 

dalam porngrafi adalah auratlah yang ditampakkan, yang mana hal 

tersebut merupakan amanah bagi seorang hamba untuk dijaga 

kehormatannya, sebagaimana yang disebutkan dalam tujuan Hukum Islam, 

yakni bertujuan untuk kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun 

jasmani. Jadi apabila amanah-amanah tersebut tidak dijaga kehormatannya 

dengan baik, dan pelanggaran terhadap tujuan tersebut selalu dilakukan, 

maka hancurlah kemaslahatan hidup manusia ini, kejahatan akan semakin 

banyak terjadi, yang pastinya akan mempengaruhi kelangsungsan hidup 

manusia, karena hilangnya rasa hormat, rasa saling menghargai. 

Dalam perspektif Islam, pornografi tidak dapat dipisahkan dengan 

pembicaraan tentang aurat, tabarruj (berpenampilan seronok). Unsur 

yang penting dalam konsep pornografi adalah melanggar kesusilaan dan 

membangkitkan nafsu seks. Sedangkan terminologi Islam persoalan 

tersebut erat kaitannya dengan persoalan aurat dan pakaian. Karena 

yang disebut aurat dalam Islam adalah bagian tubuh manusia yang tidak 

boleh diperlihatkan atau harus ditutup karena dapat menimbulkan rasa 

malu dan membangkitkan nafsu seks orang yang melihatnya. Sementara 

                                                           
61 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 

Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 54. 
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itu pakaian merupakan alat yang digunakan untuk menutup aurat yang 

dimaksud. Sedangkan tabarruj menggambarkan seseorang dalam 

berpakaian yang cendrung seronok atau mencirikan penampilan yang 

tidak terhormat. Penampilan yang dimaksud merupakan gabungan dari 

pemahaman seseorang tentang batasan aurat dan cara berpakaian. 62 

Dalam hukum pidana Islam tindak pidana pornografi ini merupakan 

bentuk kejahatan yang belum diatur secara jelas dalam al-Qur’an maupun 

Hadits oleh karena itu dapat digolongkan dalam jarimah ta’zir. Sesuai 

dengan pengertian berikut: 

قْدَارِّهَاوَتَ رْكِّ تَ قْدِّيْرِّهَالِّوَلِّ ِّ اْلآَ  نَ الشَّارِّعِّ بِّبَ يَانِّ مِّ ى لت َّعْزِّيْ رهُُوَالَْعُقُوْبََتُ الَّتِِّ لََْ يَ رُدُّمِّ مْرِّاوَِّالْقَاضِّ

 اْمَُُاهِّدِّيْنَ 

Artinya: Ta’zir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan 

ketentuan kadar hukumnya oleh syara’ dan menjadi 

kekuasaan waliyyul amri atau Hakim.63 

 
Jarimah ta’zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta’zir. 

Pengertian ta’zir menurut bahasa ialah ta’dib atau memberi pelajaran. 

Ta’zir juga diartikan Ar Rad wa Al Man’u, artinya menolak dan 

mencegah. Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan 

oleh Imam Mawardi,pengertiannya adalah sebagai berikut:  

هَا  لْْدُُوْدُ اوَالتَ عْزِّيْ رُتََْد يْب  عَلَى ذُنُ وْبِّ لََْ تُسْرعَْ فِّي ْ  

                                                           
62 Kutbuddin aibak, kajian fiqh kontemporer, (Yogyakarta: teras 2004), 4-5. 
63 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, ( Bandung: CV Pustaka setia, 2000), 140. 
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Artinya: “Ta’zir itu adalah hukuman pendidian atas dosa (tindak 

pidana) yang belum ditentukan oleh syara”.64 

 
Sebagian ulama mengartikan ta’zir sebagai hukuman yang berkaitan 

dengan  pelanggaran terhadap hak Allah dan  hak hamba yang tidak 

ditentukan Al-Qur’an dan Hadis, ta’zir berfungsi memberikan 

pengajaran kepada si terhukum dan sekaligus mencegahnya untuk tidak 

mengulangi perbuatan serupa. Sebagian lain mengatakan sebagai sebuah 

hukuman had atau kafarat.65 

Ketentuan sanksi tindak pidana pornografi, tidak terdapat dalam 

ketentuan syariah Islam. Maka karena itu, apabila sanksi tindak pidana 

pornografi tidak terdapat dalam ketentuan syariah Islam, maka dapat 

ditentukan melalui lembaga takzir. Dalam hukum Islam, prinsip 

penentuan hukum dan hukuman yang belum diatur di dalam syari’at 

secara tegas dan baku, dapat ditentukan berdasarkan hukum ta’zir yang 

kebijakannya lebih diserahkan kepada pemerintah atau pemegang otoritas 

yang berkompeten.66 

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 

tentang porografi dan pornoaksi ditetapkan, banwa sanksi yang 

diancamkan atas orang yang melakukan pebuatan pornografi adalah 

ta’zir, yakni suatu bentuk hukuman yang jenis dan kadarnya ditetapkan 

oleh pihak yang berwenang dengan syarat hukuman tersebut dapat 

                                                           
64 AhmadWardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, (Jakarta: Sinar    

Grafika, 2004), 19. 
65 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, ( Bandung: CV Pustaka setia, 2000), 141. 
66 Ibid., 32. 
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berfungsi sebagai zawajir dan mawanií (membuat pelaku menjadi jera dan 

orang yang belum melakukan menjadi tidak berani melakukannya). 

Menurut pendapat penulis, tindak pidana pornogafi yang dilakukan 

oleh terdakwa Muhammad Firdaus bin Kasim kepada korban Khairani 

Putri termasuk dalam jarimah ta’zir. Hukuman dalam jarimah ta’zir 

sangat banyak, mengingat hukuman ta’zir sepenuhnya adalah hak ulil 

amri (Hakim). Hukuman yang pantas untuk terdakwa adalah hukuman 

penjara. Dalam hukuma penajra tersebut Hakim sebagai apara penegak 

hokum  

Dengan demikian, dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi 

No.275/Pid.Sus/2015/PN.Jmb tentang penyebaran pornografi anak di 

bawah umur yang dilakukan oleh Muhammad Firdaus bin Kasim 

termasuk dalam jarimah takzir. Karena tindak pidana tersebut tidak di 

sebutkan secara jelas dalam alquran dan Hadis. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian serta analisis yang penulis jelaskan di atas, maka penulis 

menyimpulkan  sebagai berikut: 

1. Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor. 

275/Pid.Sus/2015/PN.Jmb tentang penyebaran pornografi anak di 

bawah umur. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana 

kepada terdakwa mengandung pertimbangan yang memberatkan dan 

meringankan. Pertimbangan yang memberatkan seperti perbuatan 

terdakwa telah melanggar norma-norma sosial  yang hidup dalam 

masyarakat. Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah terdakwa 

bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa belum pernah dihukum. 

Hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah hukuman penjara 

selama 1 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar Rp. 120.000.000,00, 

apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 

bulan.  

2. Dampak dari pornografi diantaranya adalah: kecanduan, mendorong 

untuk melakukan akivitas seksual, menurunkan daya ingat, sulit untuk 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

92 
 

 

berkonsentrasi, mendorong untuk melakukan tindak kejahatan 

lainnya. 

3. Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 275/Pid.Sus/2015/PN.Jmb 

tentang penyebaran pornografi anak di bawah umur. Menurut hukum 

islam tindakan terdakwa termasuk dalam jarimah takzir, sehingga 

terdakwa dihukum takzir dimana hukuman tersebut diserahkan 

kepada Ulil Amri (hakim).  

 

B. Saran 

Adapun saran yang mungkin bermanfaat yang penulis sampaikan, 

sebagai masukan diantaranya: 

1. Para hakim dan calon hakim harus memiliki jiwa keadilan dan 

kecermatan dalam menjatuhkan hukuman. 

2. Bagi orang tua lebih cermat lagi dalam hal mengawasi dan mendidik 

anak. Penanaman nilai agama sejak dini sangat penting, agar anak 

tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma dan melanggar 

syariat. Begitupun juga lingkungan masyarakat sangat berperan 

penting dalam pengajaran dan pendidikan anak yang telah melanggar 

hukum atau telah melakukan tindak pidana.  

3. Negara dalam hal ini DPR dan pemerintah harus selalu mengkaji 

kembali mengenai ketentuan dan sanksi dalam Undang-undang tindak 
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pidana pornografi, agar lebih mengikat dan benar-benar membei efek 

jera tehadap pelaku tindak pidana pornografi ini. 

4. Media penyiaran seperti halnya televisi, harus memberi edukasi dalam 

setiap program acaranya, begitupun juga dengan media elektronik 

lainnya. 
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